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ABSTRAK 

 

MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA  

HARAPAN (PKH) DALAM PENYALURAN BANTUAN  

SOSIAL DI KAMPUNG NUNGGAL REJO  

KECAMATAN PUNGGUR 

 

Oleh: 

DESI KIKI RISKIA 

NPM. 2002030005 

Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks, intervensi 

pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan sangatlah dibtuhkan oleh 

masyarakat. Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Indonesia, 

pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi hal 

tersebut salah satunya Progrsm Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan pertama kali dilakukan di Kampung Nunggal Rejo pada tahun 

2013. Kampung Nunggal Rejo merupakan salah satu daerah yang mendapatkan 

bantuan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah 

pendapatan rata-rata masyarakat Kampung Nunggal Rejo sebelum mendapat 

bantuan Program Keluarga Harapan dapat dikatakan rendah. Dengan pendapatan 

yang rendah maka akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya seperti halnya tingkat 

pendidikan dan kesehatan. oleh sebab itu untuk menanggulangi keluarga miskin 

yang ada pada Kampung Nunggal Rejo pemerintah Indonesia memberikan 

bantuan tunai melalui Program Keluarga Harapan dengan harapan mampu 

membantu masyarakat menanggulangi pengurangan kemiskinan, peningkatan 

pendidikan serta kesehatan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap bantuan sosial yang dilakukan oleh 

pemerintah melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Program Keluarga Harapan dalam penyaluran bantuan sosial di Kampung 

Nunggal Rejo Kecamatan Punggur ? Penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah metode 

observsi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang peneliti gunakan adalah 

analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai 

Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Kampung Nunggal Rejo 

Kecamatan Punggur  maka dapat disimpulkan bahwa : 

Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang ada di Kampung 

Nunggal Rejo Kecamatan Punggur berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan 

pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran pemerintah. Partisipasi para 

peserta PKH sangat tinggi baik dalam hal kesehatan dan dalam hal pendidikan. 

Hal ini dapat terlihat dari semakin meningkatnya kunjungan ke posyandu dan 

tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya. Dalam hal 

pendidikan juga terlihat dari keaktifan siswa disekolah semakin meningkat. 

 

Kata kunci :Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial  
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MOTTO 

 

َٰتٞ  ِّبه ق  ُۥ مُعه رِّ ٱلَلِِّّۗ إِّنَ ٱلَلّه لَه لَه من
ه
ظُونههُۥ مِّنن أ نفه لنفِّهّۦِ يَه ينهِّ وهمِّنن خه ِّ يهده ِّنۢ بهيۡن م 

دَ  ره مٖ سُوءٓٗا فهلَه مه ون ِّقه اده ٱلَلُّ ب ره
ه
ٓ أ ِۗ وَإِذها هِّمن نفُسِّ

ه
ِّأ ا ب واْ مه ُ ِّ تَََّٰ يُغهيّ  مٍ حه ون ِّقه ا ب ُ مه ِّ يّ  يُغه
الٍ   ِّهّۦِ مِّن وه ِّن دُون ههُم م  ا ل ۚۥ وهمه ُ  ١١لَه

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”, (QS. Ar 

Ra’d: 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kesejahteraan sosial tidak bisa dilepaskan dari fenomena kemiskinan 

yang pasti akan dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia.
1
 Setiap negara 

yang ada di dunia memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dan memiliki 

cara penanggulangan kemiskinan yang berbeda pula, karena fenomena 

kemiskinan merupakan masalah yang umum  dan telah menjadi ancaman bagi 

seluruh negara di dunia.
2
 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 

Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) dan menurunkan angka kemiskinan maka peniliti melakukan 

pendalaman terkait presentase kemiskinan dalam data statistika Indonesia. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia 

diperoleh bahwasanya Tingkat Kemiskinan pada tahun 2020 mengalami 

kenaikan menjadi 10.19% meningkat 0,41% pada bulan maret.
3
 Tingkat 

kemiskinan setiap tahun mengalami perbedaan yang sangat signifikan pada 

tahun 2021 presentase penduduk miskin september 2021 di Indonesia 

                                                           
1
 Nurul Husna, “Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial,” Jurnal Al-Bayan: Media 

Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah 20, no. 1 (23 Juni 2014), 

https://doi.org/10.22373/albayan.v20i29.114. 
2
 M. J. Maspaitella Dan Nancy Rahakbauwi, “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: 

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial | Maspaitella | Aspirasi: Jurnal 

Masalah-Masalah Sosial,” 25 Agustus 2016, 163–64, 

Https://Doi.Org/10.46807/Aspirasi.V5i2.457. 
3
“Badan Pusat Statistik,” diakses 10 Oktober 2023, 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-

2020-naik-menjadi-10-19-persen.html. 
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mengalami penurunan menjadi 9,71% menurun 0,43% pada bulan maret , 

pada tahun 2022 presentase penduduk miskin menjadi 9,54% menurun 0,17% 

pada bulan september dan pada tahun 2023 presentase penduduk miskin 

9,36% mengalami penurunan 0,21% pada bulan september.
4
 

Angka kemiskinan di Indonesia sesuai dengan data yang diperoleh 

peneliti dari Badan Pusat Statistika pada tahun 2020-2023 mengalami 

kenaikan dan penurunan namun penurunan presentase kemiskinan tersebut 

masih pada angka yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya pada bulan 

september 2020 presentase kemiskinan 10,19% mengalami kenaikan 0,41% 

pada maret tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 presentase kemiskinan 

bulan september menjadi 9,71% mengalami penurunan 0,48% terhadap 

september 2020, pada tahun 2022 angka kemiskinan bulan maret 9,54% 

mengalami penurunan 0,17% pada bulan september 2021 selanjutnya pada 

tahun 2023 presentase kemiskinan di indonesia bulan maret sebesar 9,36% 

mengalami penurunan sebesar 0,21% terhadap september 2022. Angka 

kemiskinan sebelum 2018 pada tahun 2011 presentase kemiskinan mencapai  

12,49% dan setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan hingga pada 

tahun 2017 bulan september presentase kemiskinan di Indonesia 10,12% 

dengan jumlah penduduk miskin 26,58%.
5
 

 

                                                           
4
“Badan Pusat Statistik,” diakses 10 Oktober 2023, 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-

2023.html. 
5
“Badan Pusat Statistik,” diakses 11 Oktober 2023, 

https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-

penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html. 
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Saat ini Indonesia memiliki berbagai program penanggulangan 

kemiskinan, yang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi 

angka kemiskinan. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), 

yang merupakan program unggulan dari Kementrian Sosial yang memberikan 

bantuan tunai kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan diolah oleh pusat data dan informasi 

kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM).
6
 Dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persayaratan 

dan ketentuan yang telah ditetapkan dibidang Kesehatan, Pendidikan dan 

Kesejahteraan Sosial. 

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di 

Indonesia, khususnya masalah fakir miskin maka pemerintah setempat melalui 

Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi 

masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Salah satu 

program khusus yang dikeluarkan pemerintah yakni Permensos No. 1 Tahun 

2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka percepatan 

penangulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah 

pemberian uang tunai kepada Keluarga Pra-Sejahtera berdasarkan persyaratan 

dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.
7
 

Program semacam ini secara Internasional di kenal sebagai program 

                                                           
6
 Ahmad Suhendi, “Peranan tokoh masyarakat lokal dalam pembangunan kesejahteraan 

sosial,” Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial 18, no. 2 

(2013): 73, https://e-journal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/73. 
7
 Antriya Eka Suwinta, “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Maron 

Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar,” Publika 3, No. 8 (2015): 2–3, 

Https://Doi.Org/10.26740/Publika.V3n8.P%P. 
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conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. 

Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi 

anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya bagi 

anak balita, atau bagi ibu hamil).
8
 

Pada tahun 2018 Kementrian Sosial RI mengeluarkan regulasi baru 

tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan di Jakarta oleh Menteri Sosial 

Khofifah IndaParawansa pada 8 Januari 2018, dan diberlakukan serta 

diundangkan oleh Kemenkumham dalam Berita Negara RI Tahun 2018 

Nomor 187, pada tanggal 29 Januari 2018. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan 

pertimbangan bahwa: untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan 

rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kes ehatan, 

pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang 

terencana, terarah, dan berkelanjutan agar menciptakan kualitas sumber daya 

manusia yang setiap tahunya meningkat.
9
 

Berbicara dengan Kesejahteraan Sosial tidak akan pernah lepas dengan 

pemerintah sesuai dengan Teori Welfare State dimana negara berkewajiban 

dan bertanggungjawab dalam mensejahterakan dan meningkatkan 

kesejahteraan sosial. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara 

                                                           
8
 “Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” diakses 6 Oktober 

2023, https://peraturan.go.id/id/permensos-no-1-tahun-2018. 
9
 Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, “Program Keluarga Harapan (Pkh): 

Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan,” Prosiding Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat 4, no. 1 (31 Januari 2017): 88–92, https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14213. 
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satu kelompok dengan kelompok lainya, Ideologi welfare state mengajarkan 

tentang peranan negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga 

malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah 

suatu negara hukum modern sangat luas,yaitu bertugas menjaga keamanan 

dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni keamanan sosial di segala bidang 

kemasyarakatan dalam suatu welfare state.
10

 Dalam mewujudkan tujuan-

tujuan pokok negara yang berideologi welfare state, diperlukan keterlibatan 

dan intervensi negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-

tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
11

 

Asumsi yang kuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didesain 

sebagai Negara Kesejahteraan (welfare state) dapat dilacak dari bunyi 

pembukaan UUD 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. Selain itu beberapa pasal dalam UUD 1945 

mencerminkan pula nilai dasar dari Negara Kesejahteraan (welfare state), 

seperti:pasal 27 (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A “Setiap orang berhak 

untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian 

pula pada pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan pasal 34.
12

 

                                                           
10

 Eddy Kiswanto, “Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara 

Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Indonesia,” JKAP (Jurnal Kebijakan Dan 

Administrasi Publik) 9, no. 2 (15 Desember 2015): 91–108, https://doi.org/10.22146/jkap.8320. 
11

 Setiyo Hn, “Teori dan Konsep Dasar Negara Kesejahteraan (Welfare State),” diakses 6 

Oktober 2023, http://www.ajarekonomi.com/2016/07/teori-dan-konsep-dasar-negara.html. 
12

 “Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan | Laboratorium Ilmu Pemerintahan 

UMY,” diakses 7 Oktober 2023, https://labip.umy.ac.id/welfare-state-sebuah-konsep-negara-

kesejahteraan/. 
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Bentuk Bantuan Sosial dalam Skripsi ini dimaksudkan adalah Program 

Keluarga Harapan melalui pemberian uang non tunai dalam bentuk rekening 

kepada Keluarga Pra-Sejahtera, dengan keluarga yang memiliki 3 Kriteria 

Penerima Program Keluarga Harapan yaitu ( Kesehatan, Pendidikan dan 

Kesejahteraan Sosial ) yang berada pada lokasi terpilih kepada Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) namun harus sesuai dengan Keluarga Pra-Sejahtera 

dan berdasarkan data DTKS. Melalui PKH 2023, masyarakat didorong untuk 

memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial yang ada, termasuk akses 

pendidikan, kesehatan, pangan, gizi, perawatan dan program perlindungan 

lainya. Jumlah nominal PKH 2023 sesuai kategorinya :  

1. Ibu Hamil akan mendapatkan Rp.250.000 untuk setiap tahap  

2. Anak usia dini/balita memperoleh mendapatkan Rp.250.000 untuk setiap 

tahap  

3. Lansia akan mendapatkan Rp. 200.000 untuk setiap tahap  

4. Penyandang Disabilitas berat akan memperoleh Rp. 200.000 untuk setiap 

tahap  

5. Anak sekolah SD memperoleh Rp.125.000 untuk setiap tahap  

6. Anak sekolah SMP memperoleh Rp.175.000 untuk setiap tahap  

7. Anak sekolah SMA dengan KIP Kuliah aktif akan memperoleh 

Rp.200.000  

Namun apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki Kriteria 

dari 3 komponen diatas yaitu baik dari Kesehatan, Pendidikan dan 

Kesejahteraan Sosial atau salah satunya maka akan diberikan bantuan dalam 
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bentuk uang non tunai dan dicairkan 3 bulan sekali sesuai dengan kriteria 

komponen dengan nominal yang berbeda. Bantuan sosial berupa Program 

Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan meliputi jaminan 

sosial, pemeberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penyaluran bantuan sosial ini 

diharapakan mampu meningkatkan kesejahteraan masayarakat Indonesia dan 

mampu mengurangi kemiskinan sebagai bentuk penanggulanagan sosial, agar 

keluar dari jerat kemiskinan.
13 

Adapun tujuan utama dari Program Keluarga 

Harapan adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai 

kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan 

merubah prilaku Keluarga Pra-Sejahtera yang relatif kurang dalam 

peningkatan kesejahteraan.
14

 

Kampung Nunggal Rejo merupakan sebuah kampung yang memiliki 

luas wilayah yaitu 453 Ha, dengan luas peladangan 20 Ha, luas persawahan 

141 Ha, luas perkebunan 5 Ha, luas kuburan, jalan dll 19,5 Ha dan luas 

pertenakan 6 Ha. Berdasarkan kondisi wilayah Kampung Nunggal Rejo, dapat 

diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kampung Nunggal Rejo merupakan 

persawahan yang sangat mendukung masyarakat untuk bercocok tanam seperti 

padi, jagung, dan sayur-sayuran sebagai mata pencaharian dan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kampung Nunggal Rejo mempunyai jumlah 

                                                           
13

 Septian Azhari Dan Ely Rosali, “PKH Shop Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Untuk 

Meningkatkan Perekonomian Keluarga Prasejahtera Penerima Bantuan Sosial PKH Melalui Team 

Based Project Pejuang Muda Kementerian Sosial Di Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis,” 

Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira) Vol 2 (20 September 2022): 1–7, 

Https://Doi.Org/10.31004/Abdira.V2i2.122. 
14

 Itasari, E. R, “Jurnal Komunikasi Hukum  (JKH) Memaksimalkan Peran  Treaty Of 

Amity And Cooperation In Southeast  Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa  Di 

ASEAN,” (2015) 21, No. 1 (1 Mei 2021): 5.  
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penduduk sebesar 5.563 Jiwa dari 1.514 KK dan 1.512 Rumah. 

 Dalam hal ini peran pendamping PKH memiliki tanggung jawab yang 

sudah tertera dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Program Keluarga Harapan terdapat dalam Pasal 49 Bagian Ketujuh ayat (1) 

bahwasanya pendamping PKH memiliki tugas dalam kegiatan fasilitasi, 

mediasi, dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses 

layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, dimana 

dijelaskan juga pada Pasal 18 pendamping sosial sebagaimana dimaksud Pasal 

10 ayat (1) buruf h bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH di 

kecamatan, jadi sudah jelas bahwasanya pendamping PKH dari kecamatan 

melasanakan tugas pendampingan PKH yang memiliki tugas terdapat di 

Bagian Ketujuh Pasal 49 ayat (4) huruf a b dan c dimana pendampingan sosial 

memiliki peran sangat penting salah satunya terdapat di huruf a yaitu 

memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat 

tepat jumlah dan tepat sasaran. 

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah diatur jelas 

di dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan terdapadat di Bab V Mekanisme Pelaksanaan PKH Bagian 

Kesatu Umum Pasal 32 terkait Mekanisme Pelaksaanaan PKH dengan 

beberapa tahapan, Bagian Kedua pasal 33 terkait Perencanaan, Bagian Ketiga 

pasal 34 terkait Penetapan Calon Peserta PKH, Bagian Keempat Validasi Data 

Calon Penerima Manfaat PKH terdapat di pasal 35, Bagian Kelima Penetapan 

Keluarga Penerima Manfaat (PKH) terdapat di Pasal 36 dan Bagian Keenam 
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terkait Penyaluran Bantuan Sosial PKH terdapat di Pasal 37. 

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan maka berdasarkan 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 

Harapan terdapat didalam Pasal 32 dimana pelaksanaan PKH dilaksanakan 

dengan berbagai tahapan yaitu Perencanaan, Penetapan Calon Peserta PKH, 

Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH, Penetapan Keluarga Penerima 

Manfaat PKH dan Penyaluran Bantuan Sosial PKH.  

Adapun perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah 

calon KPM, lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan calon KPM ditetapakan oleh Ditektur 

Jaminan Sosial Keluarga Kementrian Sosial RI, sedangkan dalam pertemuan 

awal dan validasi dilakukan oleh Sistem data awal calon KPM PKH 

dikirimkan ke Pendamping PKH melalui PKH untuk dilaksanakan validasi 

dan seterusnya Pendamping PKH melaksanakan persiapan seperti sosialisasi 

dan pelaksanaan validasi.  

Dalam penetapan KPM PKH ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial 

Keluarga dalam menetapkan data KPM PKH  dari hasil pemutakhiran data 

sesuai dengan kriteria komponen PKH oleh sebab itu dalam penyaluran 

bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai bantuan sosial PKH 

dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam mekanisme proses 

penyaluran bantuan sosial PKH dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari 

pemberi bantaun sosial kepada penerima bantuan sosial melakui Bank 

Penyalur penarikan dana PKH dapat dilakukan dilayanan yang disediakan oleh 
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lembaga bayar seperti ATM, Kantor Bank, Agen Bank dan e-warong. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statitistika (BPS) 

Kabupaten Lampung Tengah diperoleh bahwasanya Tingkat Kemiskinan pada 

tahun 2020 mencapai 11.82%. 
15

 Tingkat kemiskinan setiap tahun mengalami 

perbedaan yang sangat signifikan pada tahun 2018 penduduk miskin mencapai 

12,62% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 12,03% melihat 

data yang berasal dari Badan Pusat Statistika (BPS) bahwa angka penduduk 

miskin yang berada di daerah Kabupaten Lampung Tengah mengalami 

penurunan yang sangat signifikan. 

Kampung Nunggal Rejo adalah salah satu kampung yang mendapatkan 

bantuan Program Keluarga Harapan yang dimana program ini bertujuan untuk 

membantu masyarakat menegah kebawah akan tetapi fakta yang terjadi 

dilapangan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Program Keluarga Harapan terkait Mekanisme Pelaksanaan PKH yang 

dilaksanakan dengan berbagai tahapan salah satunya adalah tahapan 

penyaluran bantuan sosial PKH kampung Nunggal Rejo kecamatan punggur 

kabupaten lampung tengah telah terjadi suatu permasalahan yang peneliti 

jumpai di lapangan terkait penyaluran bantuan sosial dalam Program Keluarga 

Harapan (PKH) melalui pemberian uang tunai  pada tahun 2022 terdapat 10 

KPM memiliki saldo nol pada bulan januari-februari saldo ATM 0 dalam 

bentuk rekening yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

namun sejalan dengan hal itu pada tahun 2023 tepatnya pada bulan maret 
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“Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah,” Diakses 4 Oktober 2023, 

Https://Lampungtengahkab.Bps.Go.Id/Indicator/23/31/1/Persentase-Penduduk-Miskin-Di-

Kabupaten-Lampung-Tengah.Html. 
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dengan adanya pergantian pendamping PKH yang baru dengan di dampingi 

oleh pendamping PKH dan 10 orang tersebut mendapatkan bantuan PKH 

namun dalam tahap berikutnya, terkuak beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhinya salah satunya adalah Anomali Data yang dilakukan oleh 

sistem dan dipadankan oleh DISDUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil) yang dimulai pada tahun 2021.
16

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

Program Keluarga Harapan yang terdapat di dalam Pasal 32 terkait 

Mekanisme Pelaksanaan PKH yang dilaksanakan dengan berbagai tahapan 

yang telah dilakukan salah satunya di Lampung tepatnya Kampung Nunggal 

Rejo pelaksanaan PKH sudah dimulai dari tahun 2013 hingga sekarang, 

namun dalam prakteknya terdapat keluhan dari masyarakat terkait bantuan 

sosial tersebut Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2 sudah sangat jelas bahwasanya 

tujuan dari PKH untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat 

dan Kesejahteraan sosial, berdasarkan hasil observasi peneliti terdapat 

keluarga penerima manfaat pada tahun 2022  tepatnya bulan Januari-Februari 

mereka tidak mendapatkan bantuan sosial dengan kata lain saldo ATM 0 yang 

berupa uang yang didapatkan tiga bulan sekali yang berada dalam 3 kriteria 

penerima Program Keluarga Harapan (PKH).  

Namum setelah melakukan observasi lebih dalam dengan Pendamping 

PKH Ibu Karsiah terdapat faktor-faktor yang membuat bantuan tersebut tidak 

                                                           
16

 Ahmad Fahruddin, Wawancara dengan Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten 

Lampung Tengah, 30 November 2023. 
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cair, salah satunya adalah milik Ibu Sukatmiatun penyebab nya ada 

permasalahan keluarga dimana KK nya berubah sedangkan kunci untuk 

mendapatkan bantuan sosial adalah No KK, No KK akan berubah otomatis 

bantuan sosial tersebut berubah dia akan kosong dan kejadian ini terjadi 

dengan ibu sukatmiatun ini single parent dia membuat KK sendiri atas nama 

kepala keluarga ibu sukatmiatun No KK nya otomatis berubah ternyata 

bantuan sosial PKH nya kosong ternyata setelah melakukan pengusulan lagi 

Pendamping PKH meminta tolong kepada operator SINK-NG kampung 

dimana bantuan tersebut beralih nama kepada anaknya yang bernama Yanda 

Dwi Kusuma di tahap 4 yang penyaluranya melalui kantor POS dikarenakan 

belum memiliki buku tabungan dan KKS.
17

 Sehingga ada kriteria penerima 

bantuan sosial PKH tersebut yang menyebabkan bantuan tersebut memiliki 

saldo nol dan alasan-alasan tersebut dapat diterima, sedangkan dalam 

prakteknya sudah sesuai dengan Hukum. 

Sejalan dengan hal tersebut telah sesuai dengan tujuan Program 

Keluarga Harapan yang terdapat di Pasal 2 dalam Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan  yaitu untuk 

meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanana 

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pendataaan Keluarga 

Penerima Manfaat Pada Tahun 2005 dilaksanakan Pendataan Sosial Ekonomi 

(PSE) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Sensus kemiskinan pertama di Indon 
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 Karsiah, Wawancara dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa 

Nunggal Rejo, 18 Desember 2023. 
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esia). Pendataan tersebut bertujuan untuk mendata Keluarga Pra-Sejahtera
18

  

Berdasarkan latar belakang di atas penting bagi peneliti untuk melihat 

lebih lanjut bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 

Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di berbagai wilayah 

Indonesia salah satunya di lampung oleh sebab itu peneliti akan meneliti dan 

membahasanya dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul 

Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harpan Dalam Penyaluran 

Bantuan Sosial Di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dapat 

di ajukan pertanyaan penelitian yang dijadikan fokus pembahasan yang paling 

mendasar, yaitu Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) terhadap bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah 

melalui Peraturan Meneteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 

Keluarga Harapan dalam penyaluran bantuan sosial di Kampung Nunggal 

Rejo Kecamatan Punggur ?  

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

terhadap  penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah 

melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 
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“Proses Pendataan Penerima PKH Di Kecamatan,” Diakses 9 Oktober 2023, 

Https://123dok.Com/Article/Proses-Pendataan-Penerima-Pkh-Di-Kecamatan.Zpvvjm0z. 
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Keluarga Harapan dalam penyaluran bantuan sosial di Kampung Nunggal 

Rejo Kecamatan Punggur. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis  

Hasi l penelitia n ini diharapka n dapat memberika n kontribusi 

pemikira n bagi ilmu huku m secara implementasi sehingga dapat 

memberika n sumbanga n pemikira n kepada ilmu huku m pada 

umumnya da n Huku m Tata Negara Khususnya di IAI N Metro. 

b. Manfaat Praktis  

Sebagai sumbangsi h kepada Fakultas Syaria h da n Huku m IAI N 

Metro tempat penulis mendapatka n ilmu pengetahua n da n dapat 

memberika n wawasa n keilmua n bagi mahasiswa Prodi Huku m Tata 

Negara serta untu k melengkapi sala h satu syarat akademi k dala m 

rangka menempu h ujia n akhir untu k memperole h gelar Sarjana 

Huku m Fakultas Syaria h. 

 

D. Penelitian Relevan  

Penelitia n releva n merupaka n karya dari orang lai n yang berkaita n 

denga n tema penelitia n yang aka n di lakuka n ole h peneliti pera n dari peneliti 

yang sebelumnya bertujua n untu k menentuka n keaslia n penelitia n tersebut. 

Berdasarka n analisis yang peneliti lakuka n terhada p skripsi maupu n jurna l di 

google scholar yang membahas tentang implemntasi Permensos No 1 Tahun 

2018 tentang PKH dalam penyaluran bantuan sosial ada yang peneliti 

temuka n, namu n berbeda obje k pembahasannya serta penelitiannya. 
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Penelitia n terdahulu yang berkaita n tentang penelitia n ini antara lain:  

1. Penelitian selanjutnya dari Monica Martilova pada tahun 2019 dala m 

skripsinya yang berjudu l Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) 

di kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Tujua n, 

menjelaska n bahwa progra m keluarga harapa n dala m penyaluran bantuan 

sosial dala m prespektif politik Islam serta apa saja faktor yang 

menghambat dalam penerapan program ini.
19

 

Berdasarka n penelitia n tersebut, terdapat persamaa n da n perbedaa n 

denga n penelitia n yang dilakuka n. Persamaanya yakni samasama 

membahas tentang faktor-faktor yang menghambat dalam Program 

Keluarga Harapan Adapu n perbedaanya, pada peneliti tersebut adala h 

fokus pada prespektif huku m Isla m, sedangka n penelitia n ini fokus pada 

penyaluran bantuan sosial. 

2. Penelia n yang selanjutnya dilakukan oleh Nurul Aini pada tahun 2018 

dala m skripsinya yang berjudu l Implementasi Program Keluarga Harapan 

(PKH) Dalam Pemebrdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way 

Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.
20

 

Berdasarka n penelitia n tersebut, terdapat persamaa n da n perbedaa n 

denga n peneliti yang di lakuka n, persamaanya yakni samasama meneliti 

tentang Progra m Keluarga Harapan adapu n perbedannya pada peneliti 

tersebut mengenai pelaksanaaan Program Keluarga Harapan dalam upaya 
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 Monica Martilova, “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Bukit 

Kemuning Kabupaten Lampung Utara,” T.T. 
20

 Nurul Aini, “Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung” 

(Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2019), Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/6147/. 
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pemebrdayaan masyarakat penerima bantuan (PKH) mengalami perubahan 

yang sangat signifikan baik dibidang sosial maupun finansial.  

3. Penelitia n selanjutnya dilakukan oleh Annisa Julianingsih pada tahun 

2021, dala m skiripsinya yang berjudu l Implementasi Permensos Nomor 1 

Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Prespektif Fiqh Siasyah 

(Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung 

Timur.
21

 

Berdasarka n uraia n di atas dapat disimpulka n terdapat persamaa n 

da n perbedaa n denga n peneliti yang di lakuka n, persamaanya yakni sama-

sama meneliti Program Keluarga Harapan sedangka n perbedaanya pada 

peneliti tersebut fokus penelitian dalam prespektif Fiqh Siasyah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) 

Sebenarnya gagasan tentang Negara Kesejahteraan (welfare state) 

bukanlah suatu gagasan yang baru. Ide tentang Negara Kesejahteraan (welfare 

state)sudah lahir sejak sekitar abad ke-18. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan 

Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika 

Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah 

memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau 

welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan 

istilah ‘utility’ (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau 

kesejahteraan.
1
 Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, 

Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan 

ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit 

adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk 

meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham 

mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi 

pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak negara 

kesejahteraan” (father of welfare states). 

Tokoh lain yang turut mempopulerkan sistem negara kesejahteraan 

adalah Sir William Beveridge (1942) dan T.H. Marshall (1963). Di Inggris, 

                                                           
1
Belinda Gunawan, “Peran Negara Dan Penerapan Pancasila Dalam Mewujudkan Negara 
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dalam laporannya mengenai Social Insurance and Allied Services, yang 

terkenal dengan nama Beveridge Report, Beveridge menyebut want, squalor, 

ignorance, disease dan idleness sebagai ‘The five giant evils’ yang harus 

diperangi. Dalam laporan itu, Beveridge mengusulkan sebuah sistem asuransi 

sosial komprehensif yang dipandangnya mampu melindungi orang dari buaian 

hingga liang lahat (from cradle to grave).
2
 Pengaruh laporan Beveridge tidak 

hanya di Inggris, melainkan juga menyebar ke negara-negara lain di Eropa dan 

bahkan hingga ke AS dan kemudian menjadi dasar bagi pengembangan skema 

jaminan sosial di negaranegara tersebut. Sayangnya, sistem ini memiliki 

kekurangan.
3
 Karena berpijak pada prinsip dan skema asuransi, ia tidak dapat 

mencakup resiko-resiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak 

mampu membayar kontribusi (premi). Asuransi sosial gagal merespon 

kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti orang cacat, orang tua tunggal, 

serta mereka yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dalam 

jangka waktu lama. Manfaat dan pertanggungan asuransi sosial juga seringkali 

tidak adekuat, karena jumlahnya kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasar 

secara minimal. 

Dalam konteks kapitalisme, Marshall berargumen bahwa warga negara 

memiliki kewajiban kolektif untuk turut memperjuangkan kesejahteraan orang 

lain melalui lembaga yang disebut negara. Ketidaksempurnaan pasar dalam 

menyediakan pelayanan sosial yang menjadi hak warga negara telah 

                                                           
2
 Marsudi Dedi Putra, “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila,” 
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menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan pasar harus dikurangi oleh negara 

untuk menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif 

kapitalisme. Marshall melihat sistem negara kesejahteraan sebagai kompensasi 

yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja untuk menciptakan 

stabilitas sosial dan memelihara masyarakat kapitalis. Pelayanan sosial yang 

diberikan pada dasarnya merupakan ekspresi material dari hak-hak warga 

negara dalam merespon konsekuensikonsekuensi kapitalisme.
4
 

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model 

ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui 

pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan 

pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Di 

Inggris, konsep welfare state dipahami sebagai alternatif terhadap the Poor 

Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk memberi 

bantuan bagi orang-orang miskin.
5
 Berbeda dengan sistem dalam the Poor 

Law, negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan sistem 

perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari 

adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan 

kewajiban negara (state obligation), di pihak lain.  

Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-

pelayanan sosial bagi seluruh penduduk – orang tua dan anak-anak, pria dan 

wanita, kaya dan miskin-, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk 

                                                           
4
 Agus Suryono, “Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat,” Transparansi : Jurnal 

Ilmiah Ilmu Administrasi 6, No. 2 (2014): 98–102, Https://Doi.Org/10.31334/Trans.V6i2.33. 
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mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan 

yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) warga 

negara secara adil dan berkelanjutan. Negara merupakan integrasi dari 

kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. 

Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan 

untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan 

menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam 

suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan.
6
 

Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat 

memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan 

lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. 

Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan 

dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau 

asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat 

mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari 

penduduknya ke arah tujuan bersama.
7
  Dalam rangka ini boleh dikatakan 

bahwa negara  mempunyai tugas:  

1. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni 

yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang 

membahayakan; dan  

                                                           
6
 Alfitri Alfitri, “Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan 
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2. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-

golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. 

Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi 

kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan 

nasional. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan 

dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat perlengkapannya.  

Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, 

maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan 

harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini Indonesia sebagai salah satu 

negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana 

termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham 

kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu “...melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan 

keadilan sosial...”
8
 

 Dilatar belakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya 

“Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung 

semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-

tujuan yang hendak dicapainya; yaitu: 
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1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk 

kepentingan publik 

2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata 

3. Mengurangi kemiskinan 

4. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat 

miskin 

Dalam hal ini Sistem Pengawasan adalah (controlling) suatu upaya 

yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk 

merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja 

aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah 

terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan 

perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya 

perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai 

tujuan.  

Dalam setiap pelaksanaan suatu program yang menjadi salah satu unsur 

paling penting adalah pencapaian suatu target. Proses yang menjadi penentu 

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu dengan adanya langkah-

langkah persiapan meknisme pelaksanaan yang dilaksanakan dengan berbagai 

tahapan. Adapun dengan hal tersebut peneliti mengacu terhadap sistem 

pelaksanaan terhadap Program Keluarga Harapan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 1 Tahub 2018 tentang Program Keluarga Harpan yang 

terdapat dalam Pasal 32 mengenai mekanisme pelaksanaan PKH yang 

dilaksanakan dengan berbagai tahapan Perencanaan, Penetapan calon Peserta 
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PKH, Validasi Data Calon Penerima Manfaat PKH, Penetapan Keluarga 

Penerima Manfaat PKH dan Penyaluran Bantuan Sosial PKH. 

Sesuai dengan tahapan-tahapan tersebut yang pertama yaitu 

perencanaan yang dilakukan untuk menenetukan lokasi dan jumlah KPM yang 

telah ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementrian Sosial 

selanjutnya Validasi Data Calon KPM dilakukan oleh Pendamping PKH dan 

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. Bantuan 

sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan penarikan 

dana dapat dilkukan dengan layanan yang telah disediakan oleh lembaga bayar 

seperti ATM, Kantor Bank, Agen Bank dan e-warong. 

 

B. Implementasi Hukum  

Berdasarkan pemikiran Jeremy Bentham Secara mendetail, konsep 

utilitarianisme dari Jeremy Bentham menggambarkan bahwa apabila seorang 

individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu 

penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang 

akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar pleasure dan pain 

yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih 

mana saja tindakan yang dapat mengoptimalisasikan kebahagiaan atau 

mereduksi rasa penderitaannya.
9
 Lebih lanjut, di dalam konsep teori 

utilitarianismenya tersebut, Jeremy Bentham juga mempercayai adanya proses 

untuk memaksimalkan kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut 
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memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan 

kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya 

orang atau dalam premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah 

sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang 

yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting 

baginya. Di sini, Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu  

masuk ke dalam proses perhitungan dari pleasure dan pain-nya tersebut, atau 

apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dia 

menempatkan moralitas sebagai suatu indikator (atau mungkin justifikasi) 

kapan perhitungan pleasure dan pain-nya itu digunakan.
10

 

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme berdasarkan pemikiran Jeremy 

Bentham secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan 

kedayagunaan (utility) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita 

dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (benefit, 

advantage, pleasure, good, or happiness). Dari proses memaksimalkan 

kedayagunaan tersebut, kemudian diharapkan pula untuk dapat menghalangi 

timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan 

ketidakbahagiaan. Proses memaksimalkan kedayagunaan ini kemudian 

diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di 

masyarakat.
11
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Secara mendetail, konsep utilitarianisme dari Jeremy Bentham 

menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa 

yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan 

perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut 

dan seberapa besar pleasure dan pain yang dapat ditimbulkan bagi mereka 

yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat 

mengoptimalisasikan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya.  

Lebih lanjut, di dalam konsep teori utilitarianismenya tersebut, Jeremy 

Bentham juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan 

kedayagunaan, yang mana dalam proses tersebut memaksimalkan 

kedayagunaan adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, 

keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak banyaknya orang atau dalam 

premis yang sama, memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan 

meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang 

terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya. Di 

sini, Jeremy Bentham tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam 

proses perhitungan dari pleasure dan pain-nya tersebut, atau apakah moralitas 

merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi dia menempatkan 

moralitas sebagai suatu indikator (atau mungkin justifikasi) kapan perhitungan 

pleasure dan pain-nya itu digunakan.
12

 

Jeremy Bentham berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundang-

undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagian yang terbesar bagi 
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sebagian besar masyarakat (the greates happiness for the greatest number)  

kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip 

ini harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama, 

untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-

undangan harus mencapai empat tujuan:  

1. To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup) 

2. To Provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah) 

3. To provide security (untuk memberikan perlindungan) 

4. To attain equity (untuk mencapai persamaan).  

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian 

terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Lebih 

lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum sematamata 

sebagai alat untuk mencapa manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas 

rakyat. Ajaran Bentham yang sifat individualis ini tetap memperhatikan 

kepentingan masyarakat, agar kepentingan idividu yang satu dengan individu 

yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi tidak terjadi homo homini 

lupus. Menurut Bentham agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati 

kepada individu lainnya sehingga akan tercipta kebahagiaan individu dan 

kebahagiaan masyarakat akan terwujud. Bentham menyebutkan“The aim of 

law is the greatest happines for the greatest number”
13
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C. Program Keluarga Harapan (PKH) 

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program keluarga harapan merupakan program perlindungan sosial 

yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan 

dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada 

masyarakat. Saat ini jumlah penerima manfaat sampai dengan tahun 2016 

mencapai 6 juta, jumlah yang sangat banyak walaupun masih sebagian 

kecil dari jumlah penduduk miskin di Indonesia. Tujuan umum PKH 

adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, 

kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas 

hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban 

pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai 

kemiskinan dalam jangka panjang.
14

 

Program Keluarga Harapan merupakan program yang bentuknya 

adalah pemberian dana tunai pada masyarakat, program ini bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan. 

Sebenarnya ini adalah bentuk pengentasan kemiskinan namun model ini 

yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Dimana 

pemerintah memiliki peran yang besar dalam menyediakan santunan 

minimal agar masyarakat dapat mencapai kualitas hidup minimal.
15

 Tujuan 

                                                           
14

 Slamet Agus Purwanto, Sumartono Sumartono, dan Muhammad Makmur, “Implementasi 
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utama dari PKH mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia terutama pada kelompok miskin. 

a. Meningkatkan Kualitas Sosial RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin )  

b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak (Rumah Tangga Sangat 

Miskin)  

c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil,ibu nifas dan anak 

di bawah 6 tahun dari (Rumah Tangga Sangat Miskin) 

d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan 

kesehatan,khususnya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), 

RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang 

tinggal satu atap. 

2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial  

Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pancasila dan 

undang undang dasar negera republik indonesia tahun 1945 

mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk 

melindungi segenap bangsa indonesia dan memajukan kesejahteraan 

umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang ayak dan bermatabat 

serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar negara demi 

tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan 

dan pengembangan kesejahteraansosial secara terencana, terarah, dan 

                                                                                                                                                               
Management Review 8, No. 2 (20 Maret 2019): 69–87, 
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berkelanjutan Dalam Pasal 29 huruf C disebutkan bahwa untuk 

menyelenggarakan kesejahteraan sosial adalah Tanggung jawab dari 

pemerintah kabupaten/kota yang bunyi pasalnya:  

1) Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan  

2) Kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja 

daerah 

3) Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di 

wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan 

4) Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat 

yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial  

5) Memelihara Taman Makam Pahlawan; dan melestarikan nilai 

kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial 

Permasalahan kesejahteraan sosial yang sangat berkembang 

pada saat ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum 

mendapatkan hak atas kebutuhan dasarnya secara utuh dan 

menyeluruh karena belum memperoleh pelayanan nega akibatnya 

masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan 

fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak. 

b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan (PKH)  

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa da;am 

meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui 
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peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan 

kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang 

terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam Program Keluarga 

Harapan, Dalam Pasal 2 Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan 

bunyi Pasalnya:  

1) Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat 

melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan 

sosial 

2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 

keluarga miskin dan rentan 

3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga 

Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan 

pendidikan serta kesejahteraan sosial 

4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan  

5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada 

Keluarga Penerima Manfaat.  

Selain itu, ada beberapa peraturan lain seperti :  

1) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan 

Lansia. 

2) Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 

Sosial 

3) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 

Disabilitas. 
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4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan 

Penanggulanggan Kemiskinan 

5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456) 

6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) 

7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) 

8)  Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5294) 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449) 

10) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 8) 
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11) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

86) 

12) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran 

Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 156) 

13) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125)  

14) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir 

Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

705) 

15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang 

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja 
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Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2147) 

3. Tujuan Program Keluarga Harapan  

Beradasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Program Keluaraga Harapan, tujuan dari Program Keluarga 

Harapan terdapat di Pasal 2 yang berbunyi: 

a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui 

akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial 

b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 

keluarga miskin dan rentan 

c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima 

Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 

kesejahteraan sosial. 

4. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 

Peserta PKH adalah keluarga penerima manfaat (KPM) yang 

sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria 

program, yaitu:  

a. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 

meliputi :  

1)  Ibu hamil/menyusui;dan  

2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun 

b. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal 3 meliputi :  
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1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat 

2) Anak sekolah menegah pertama/madrasah tsanawiyah atau sedrajat 

3) Anak sekolah menegah atas/madrasah aliyah atau sederajat;dan  

4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang 

belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas tahun)  

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 meliputi : 

1) Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh tahun) 

2) Penyandang disabilitas diutamakan penyadang disabilitas berat. 

 Ketiga Kriteria Penerima Bantuan PKH tersebut hanya harus 

terpenuhi salah satu atau lebih. Namun bukan berarti setiap keluarga yang 

dianggap sangat miskin yang memiliki salah satu atau lebih kriteria 

tersebut berhak mendapat bantuan PKH. Jika sebelumnya mereka tidak 

masuk dalam daftar calon penerima PKH, maka mereka tidak akan 

divalidasi. Perbedaan kriteria kategori akan berpengaruh pada besar 

bantuan PKH yang diterima.
16

 

5. Pengawasan Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) 

a. Perencanaan Program Keluarga Harapan (PKH)  

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Program Keluarga Harapan dalam Perencanaan Program 

Keluarga Harapan terdapat dalam  pasal 33 yang berbunyi: 

                                                           
16

 “Sistem Pendukung Keputusan (Spk) Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan 

(Pkh) Pada Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Menggunakan 

Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) | Dunggio | Jurnal Informatika Upgris,” 62, Diakses 

13 Oktober 2023, Https://Journal.Upgris.Ac.Id/Index.Php/Jiu/Article/View/5967/3362. 
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1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a 

dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima 

manfaat PKH. 

2) Lokasi dan jumlah calon penerima manfaat PKH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data terpadu program 

penanganan fakir miskin. 

3) Sumber data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi: 

a) korban bencana alam;  

b) korban bencana sosial; dan 

c) komunitas adat terpencil 

Berdasarkan pasal tersebut Perencanaan dilakukan untuk 

menentukan lokasi dan jumlah calon KPM. Lokasi dan jumlah calon 

KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau 

dapat dikecualikan bagi korban bencana alam, bencana sosial dan 

komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan/Perencanaan calon KPM 

ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementrian Sosial 

RI. 

b. Penetapan Calon Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Program Keluarga Harapan dalam Penetapan Calon Pesrta 

calon Peserta Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 34 yang 

berbunyi: 
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1) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

32 huruf b dilakukan untuk menetapkan wilayah kepesertaan dan 

jumlah calon penerima manfaat PKH menurut daerah provinsi, 

daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. 

2) Data tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi 

salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah 

kepesertaan PKH. 

3) Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH. 

Direktorat Jaminan Sosial menetapkan data KPM PKH existing 

hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon KPM PKH sesuai 

dengan kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif 

selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH 

ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.  

c. Validasi Data Calon Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan 

(PKH)  

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Program Keluarga Harapan dalam Validasi Data Calon 

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 35 

yang berbunyi: 

1) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 huruf c merupakan pencocokan data awal calon 

penerima manfaat PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini 
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sesuai dengan kriteria komponen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dan Pasal 5.  

2) Data awal calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berasal dari penetapan calon peserta PKH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

3) Bukti dan fakta kondisi terkini sebagaimana pada ayat (1) dapat 

diperoleh melalui pengumpulan informasi dari calon penerima 

manfaat PKH dan/atau sumber lain yang dapat dipercaya dengan 

didukung dokumen yang sah. 

4) Validasi data calon penerima manfaat PKH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh pendamping sosial.  

5) Dalam hal pelaksanaan Validasi ditemukan data yang tidak ada 

dalam data awal calon penerima manfaat PKH, data tersebut tidak 

dapat menjadi calon Keluarga Penerima Manfaat PKH.  

6) Data yang tidak ada dalam data awal calon penerima manfaat PKH 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh 

pemangku kepentingan tingkat daerah kabupaten/kota kepada 

Kementerian Sosial dengan menggunakan mekanisme yang akan 

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan 

Sosial. 

Validasi Data Calon Penerima Manfaat Program Keluarga 

Harapan dilakuakan Pendamping sosial PKH dengan melaksanakan 

sosialisasi Pertemuan awal agar calon KPM PKH memiliki 
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pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat 

PKH. Dalam hal pelaksaan validasi apabila data yang tidak ada dalam 

data awal data tersebut bisa diusulkan oleh pemangku kepentingan 

tingkat daerah kabupaten/kota kepada Kementerian Sosial dengan 

menggunakan mekanisme yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Perlindungan dan Jaminan Sosial. 

d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan 

(PKH)  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Program Keluarga Harapan dalam Penetapan Program 

Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 36 yang berbunyi: 

1) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data 

calon penerima manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen 

dan/atau Pemutakhiran Data. 

2) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melalui keputusan direktur yang 

menangani pelaksanaan PKH. 

Direktorat Jaminan Sosial menetapkan data KPM PKH existing 

hasil pemutakhiran data dan hasil validasi calon KPM PKH sesuai 

dengan kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif 

selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH. Penetapan KPM PKH 

ditetapkan melalui surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga.  
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e. Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)  

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Program Keluarga Harapan dalam Penyaluran Bantuan Sosial 

Program Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 37 yang berbunyi: 

1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai.  

2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH 

dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan 

PKH. 

3) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun. 

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai. 

Bantuan sosial PKH dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau 

nuku tabungan dengan mekanisme, rekening penerima bantuan sosial 

dibukakan secara kolektif secara terpusat sesuai dengan data yang telah 

diserahkan dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementrian Sosial 

RI ke Bank penyalur untuk pendistribusian Bank Penyalur 

berkoordinasi dengan Dinas Sosial Setempat. 

f. Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)  

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Program Keluarga Harapan dalam Pendampingan Program 

Keluarga Harapan sesuai dengan Pasal 49  yang berbunyi: 
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1) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf 

f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi 

Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan 

fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.  

2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH 

menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan 

dan persyaratan penerima manfaat PKH.  

3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh pendamping sosial.  

4) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas: 

a) memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga 

Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;  

b) melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga 

bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 

(satu) kali setiap bulan; dan  

c) memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan 

program bantuan komplementer di bidang kesehatan, 

pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan 

pemenuhan kebutuhan dasar lain.  

5) Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang 

disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial 

memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat 
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sasaran. 

6) Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang 

menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia. 

7) Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di 

direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang 

disabiltas. 

Berdasarkan pasal tersebut Pendampingan PKH dilakukan 

untuk  mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu 

menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM terkait 

pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. 

Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping sosial PKH mempunyai 

peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi 

bagi KPM PKH. Pendampingan PKH dapat dilakukan oleh 

pendamping sosial PKH melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan 

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).  

g. Verivikasi Komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga 

Harapan (PKH)  

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Program Keluarga Harapan dalam Verivikasi Komitmen 

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sesuai dengan 

Pasal 51 yang berbunyi 
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1) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h merupakan 

kegiatan untuk memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat 

PKH terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan, fasilitas 

pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial.  

2) Pelaksanaan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat 

PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas 

kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesejahteraan sosial. 

Berdasarkan pasal tersebut Vervikasi Komitmen KPM PKH 

dilakukan untuk Memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, 

hadir dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan secara rutin 

sesuai dengan protokol kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. 

Pelaksanaan entri data Verivikasi Komitmen KPM PKH dilakukan 

oleh pendamping sosial PKH setiap bulan melalui kunjungan KPM 

PKH ke layanan kesehatan. Pendidikan dan kesejahteraan sosial.  

h. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga 

Harapan (PKH)  

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Program Keluarga Harapan dalam Pemutakhiran Data 

Keluarga Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan 

sesuai dengan Pasal 52 yang berbunyi: 

1) Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 huruf i dilaksanakan setiap ada 
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perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima 

Manfaat PKH.  

2)  Kegiatan Pemutakhiran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan 

data. 

3) Administrator pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dalam melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem 

informasi manjemen PKH. 

Berdasarkan pasal tersebut Pemutakhiran Data Keluarga 

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan  dilakukan untuk 

memperoleh kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut 

digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial, khusus 

PKH data tersebut digunakan untuk verivikasi penyaluran dan 

penghentian bantuan. Pelaksanaan entri data untuk Pemutakhiran Data 

melalui SINK-NG yang dilakukan oleh  Operator Kampung SINK-NG 

setiap bulan bahkan bisa setiap hari dan dikirimkan kepada Pusat Data 

dan Informasi (Pusdatin) Kementrian Sosial. 

 

D. Bantuan Sosial  

1. Pengertian Bantuan Sosial  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2012 Pasal 1 ayat 15, bantuan sosial adalah pemebrian bantuan berupa 

uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masayarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif 
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dan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko 

sosial yang bertujua n untu k peningkata n kesejahteraa n masyarakat dala m 

pemberia n bantua n sosia l, bai k Pemerinta h daera h sebagai pemberi 

bantua n sosia l maupu n Masyarakat/Lembaga Kemasyarakata n sebagai 

penerima bantua n sosia l mempunyai kewajiba n untu k mempertanggung 

jawabka n bantua n sosia l sesuai porsinya Tanggung jawab kesejahteraa n 

sosia l pu n menjadi berkembang. 

Bantua n sosial dapat diberika n secara langsung kepada masyarakat 

atau melalui lembaga kemasyarakata n yang nantinya disalurkan kepada 

masyarakat yang membutuhkan,
17

 Bantua n Sosia l juga dapat diartika m 

sebagai pengeluara n berupa transfer uang, barang, atau jasa yang 

diberika n ole h Pemerinta h kepada masyarakat miski n atau tida k mampu 

guna melindungi masyarakat dari kemungkina n terjadinya risiko sosia l, 

meningkatka n kemampua n ekonomi dan menjaminya kesejahtera 

masyarakat,Bantuan Sosial adalah uang rakyat,uang negara, yang 

penggunaaan setiap rupiahnya harus dipertanggung jawabkan serta harus 

bisa diaudit dan di pertanggung jawabkan karena bersumber dari APBN 

maupun APBD.
18

 

Pemberian bantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan 

                                                           
17

 Ninik Alfiyah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa 

Kedaruratan Pandemi Covid-19,” Jurnal Education And Development 9, No. 2 (3 Mei 2021): 378–

82, Https://Doi.Org/10.37081/Ed.V9i2.2539. 
18

 Johan Williem Erlang Pasaribu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Bantuan Sosial Covid-19 

Berdasarkan Pendekatan Kerangka Antikorupsi Dan Teori Keadilan,” Jurnal Suara Hukum 4, No. 

2 (2022): 310–29, Https://Doi.Org/10.26740/Jsh.V4n2.P 310-329. 
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pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan 

Perundang-Undangan. Pemberian bantuan ditujukan untuk menunjang 

pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk 

masyarakat.  Bantuan kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana 

dimaksud meliputi : 

a. Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang 

tidak stabil sebagai akibat dari krisis ekonomi, politik, bencana atau 

fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.  

b.  Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan 

bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, 

dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sistem. Bantuan 

bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus 

digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui. 

2. Dasar Hukum Bantuan Sosial  

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial  

Dala m undang-undang ini menyebutka n bahwa pancasila da n 

undang undang dasar negera republik indonesia tahu n 1945 

mengamanatka n negara mempunyai tanggung jawab untu k melindungi 

segena p bangsa indonesia da n memajuka n kesejahteraa n umu m 

dala m rangka mewujudka n keadila n sosia l bagi seluru h rakyat 

Indonesia dalam mewujudka n kehidupa n yang laya k da n bermatabat 

serta untu k memenuhi ha k atas kebutuha n dasar negara demi 
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tercapainya kesejahteraa n sosia l, negara menyelenggaraka n pelayana n 

da n pengembanga n kesejahteraa n sosia l secara terencana, terara h, da n 

berkelanjuta n Dala m Pasa l 29 huruf C disebutka n bahwa untu k 

menyelenggaraka n kesejahteraa n sosia l adala h Tanggung jawab dari 

pemerinta h kabupaten/kota yang bunyi pasalnya:  

1) Mengalokasika n anggara n untu k penyelenggaraa n  

2) Kesejahteraa n sosia l dala m anggara n pendapata n da n belanja 

daerah 

3) Melaksanaka n penyelenggaraa n kesejahteraa n sosia l di 

wilayahnya/bersifat loka l, termasu k tugas pembantuan 

4) Memberika n bantua n sosia l sebagai stimula n kepada masyarakat 

yang menyelenggaraka n kesejahteraa n sosial 

5) Memelihara Tama n Maka m Pahlawan da n melestarika n nilai 

kepahlawana n, keperintisa n, da n kesetiakawana n sosial. 

Permasalaha n kesejahteraa n sosia l yang berkembang saat ini 

menunjukka n bahwa ada warga negara yang belu m terpenuhinya 

ha k atas kebutuha n dasarnya secara laya k karena belu m 

memperole h pelayana n negara akibatnya masi h ada warga negara 

yang mengalami hambata n pelaksanaa n fungsi sosia l sehingga 

tida k dapat menjalani kehidupa n secara laya k. 
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b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir 

Miskin  

Berdasarkan denga n Pembukaa n Undang-undang Dasar Negara 

Republi k Indonesia Tahu n 1945, negara mempunyai tanggung jawab 

untu k memajuka n kesejahteraa n umu m da n mencerdaska n kehidupa n 

bangsa, selanjutnya negara juga bertanggung jawab dala m penangana n 

kemiskina n guna memenuhi kebutuha n dasar yang laya k da n 

bermatabat kemanusiaa n secara terencana, terara h, da n berkelanjuta n 

sehingga diharapka n dapat memberika n keadila n sosia l bagi warga 

Negara. Berdasarka n Undang-undang Dasar 1945 Pasa l 34 Ayat (1) 

menyataka n bahwa fakir miski n da n anak-ana k terlantar dipelihara 

Negara da n berdasarka n Undang-Undang Dsar 1945 Pasa l 34 Ayat (2) 

menyataka n bahwa Negara mengembangka n siste m jamina n sosia l 

bagi seluru h rakyat da n memberdayaka n masyarakat yang lema h da n 

tida k mampu sesuai denga n martabat kemanusiaan.  

Selai n itu, ada beberapa peraturan lai n seperti:  

1) Berdasarkan Peratura n Pemerinta h Nomor 39 Tahu n 2012 Tentang 

penyelenggaraa n Kesejahtera n Sosial 

2) Peratura n Pemerinta h Nomor 63 Tahu n 2013 Tentang Upaya 

Penanga n Fakir Miski n Melalui Pendekata n Wilaya h  

3) Peratura n Preside n Nomor 63 Tahu n 2017 Tentang Penyalura n 

Bantua n Sosia l No n Tunai  

4) Peratura n Menteri Sosia l Nomor 28 Tahu n 2017 Tentang 
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Pedoma n Umu m Verifikasi da n Validasi Data Terpadu Penanga n 

Fakir Miski n Tida k Mampu. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456) 

5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) 

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5294) 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449) 

9) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 8) 

10) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian 
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Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

86) 

11) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran 

Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 156) 

12) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125)  

13) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir 

Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 705) 

14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang 

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja 

Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 2147) 
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3. Kriteria Penerima Bantuan Sosial  

Berdasarka n Keputusa n Menteri Sosia l Republi k indonesia Nomor: 

146/HUK/2013 Tentang Penetapa n Kriteria da n Pendataa Fakir Miski n 

da n Orang Tida k Mampu : 

a. Luas lantai banguna n tempat tingga l kurang 8 m2 per orang  

b. Jenis lantai tempat tingga l terbuat dari semen/tanah/bambu/ kayu 

muraha n  

c. Jenis dinding tempat tingga l dari kayu/bambu/tembo k tanpa di plaster  

d. Baha n bakar untu k memasa k sehari-hari adala h kayu 

bakar/arang/minya k  

e. Hanya mengkonsumsi daging/susu/aya m dala m satu kali seminggu  

f. Hanya sanggu p maka n sebanya k satu/dua kali dala m sehari. 

g. Tida k sanggu p membayar biaya pengobata n di puskesmas / poliklini k  

h. Sumber penghasila m kepa l ruma h tangga adalah petani dengan luas 

tana h 500 m2, buru h tani, nelaya n, buru h banguna n, buru h 

perkebuna n, da n atau pekerjaa n lainnya denga n pendapata n dibawa h 

R p. 600.000,-per bula n  

i. Pendidika n tertinggi kepala ruma h tangga: tida k sekolah/ tida k tamat 

sd/ tamat sd  

j. Tida k memiliki tabungan/barang yang muda h dijua l denga n minima l 

R p. 500.000,-seperti sepeda h motor kredit / no n kredit, emas, terna k, 

atau moda l lainnya. 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Dilihat dari tempatnya penelitia n ini termasu k penelitia n lapanga n 

(field research).
1
 Penelitia n lapanga n yaitu suatu penelitia n yang 

dilakuka n di lapanga n atau di lokasi penelitia n, suatu tempat yang dipili h 

sebagai lokasi untu k menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi 

tersebut, yang dilakuka n juga untu k penyusuna n lapora n ilmia h. 

Penelitia n ini dilaksanaka n di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan 

Punggur, Penelitia n ini dilaksanaka n di lokasi tersebut karena untuk 

penyusunan Karya Ilmiah.
2
 

2. Sifat Penelitian  

Penelitia n ini bersifat Deskriptif. Penelitia n Deskriptif yaitu suatu 

penelitia n yang bermaksud mengadaka n pemeriksaa n da n pengukura n 

pengukura n terhada p gejala tertentu. Penelitia n Deskriptif yaitu penelitia n 

yang berusaha untu k menuturka n pemecaha n masala h yang ada sekarang 

berdasarka n data, jadi ia juga menyajika n data, menganalisis da n 

menginterpretasi.
3
 Penelitia n ini bersifat Deskriptif karena penelitia n ini 

                                                           
1
 Lourdes D Ferreira dan Kenneth A Merchant, “Field Research in Management 

Accounting and Control: A Review and Evaluation,” Accounting, Auditing & Accountability 

Journal 5, no. 4 (1 April 1992): 6–8, https://doi.org/10.1108/09513579210019503. 
2
 Milya Sari dan Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam 

Penelitian Pendidikan IPA,” Natural Science 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53, 

https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555. 
3
 Erik Ade Putra, “Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Kalumbuk 

Padang (Penelitian Deskriptif Kuantitatif),” Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus 4, no. 3 (3 
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berupaya mengumpulka n fakta yang ada. Penelitia n deskriptif yang 

dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kampung 

Nunggal Rejo.
4
 

 

B. Sumber Data  

Untu k memperole h informasi yang berkaita n denga n penelitia n ini, 

maka sumber data yang diperole h dari dua sumber yaitu:  

1. Sumber Data Primer  

Sumber Data Primer adala h data yang diperole h secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data,
5
 Data Primer penelitia n ini 

dilakuka n denga n tekni k wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM), Pendamping Progra m Keluarga Harapan (PKH), Operator 

Kampung SINK-NG Di Kampung Nunggal Rejo serta Kabid Fakir miskin 

Dinas Sosial Lampung Tengah. 

2. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder adala h sumber data kedua sesuda h sumber 

data primer.
6
 Adapu n yang menjadi sumber data sekunder berupa 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 

                                                                                                                                                               
Agustus 2016), https://doi.org/10.24036/jupe60650.64. 

4
 Wiwin Yuliani, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan 

Dan Konseling,” QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan 2, no. 2 (1 

Februari 2018): 83–91, https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641. 
5
 “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: 

Skema Konseptual Basisdata Simbumil) | Pramiyati | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan 

Ilmu Komputer,” Diakses 8 Oktober 2023, 

Https://Jurnal.Umk.Ac.Id/Index.Php/Simet/Article/View/1574. 
6
 “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: 

Skema Konseptual Basisdata Simbumil) | Pramiyati | Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan 

Ilmu Komputer.” 
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Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2021 tentang 

Petunjuk Operasional Program Keluarga Harapan, Pedoman Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan Tahun 2021-2024, Petunjuk Teknis 

Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020, 

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2022 

Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verivukasi dan Validasi 

Menteri Sosial Republik Indonesia. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data  

Tekni k pengumpula n data yang digunaka n dala m penelitia n ini adalah: 

1. Teknik Wawancara (Interview)  

Wawancara atau interview adala h sebua h dialog yang dilakuka n 

ole h pewawancara (interviewer) untu k memperole h informasi dari 

terwawancara. Wawancara adala h proses tanya jawab dala m penelitia n 

yang berlangsung secara lisa n dala m mana dua orang atau lebi h bertata p 

muka dan mendengarka n secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keteranga n.
7
  

Wawancara yang digunaka n dala m penelitia n ini adala h bebas 

terpimpi n, yaitu wawancara denga n menggunaka n kerangka pertanyaa n 

yang sudah dipersiapka n oleh peneliti sebagai baha n pertanyaa n yang 

telah disiapkan. Ha l ini dimaksudka n agar dalam wawancara tida k 

menyimpang dari poko k permasalaha n agar lebih Terstuktur. peneliti 

                                                           
7
 Seng Hansen, “Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen 

Konstruksi,” Jurnal Teknik Sipil 27 (22 Desember 2020): 283–94, 

Https://Doi.Org/10.5614/Jts.2020.27.3.10. 
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mengajuka n beberapa pertanyaa n kepada masyarakat terkait Penyaluran 

Bantuan Sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adapu n piha k 

yang di wawancari adala h masyarakat Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM), Pendamping PKH dan Operator Kampung SINK-NG yang ada di 

Kampung Nunggal Rejo.
8
 

2. Teknik Dokumentasi  

Tekni k dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-ha l yang 

berupa Artikel jurnal, buku, transki p, surat kabar, agenda da n sebagainya.
9
 

Tekni k dokumentasi iala h tekni k pengumpula n data denga n mempelajari 

catatan-catata n mengenai data pribadi responde n, seperti yang dilakuka n 

ole h seorang psikolog dala m meneliti perkembanga n seorang klie n 

melalui catata n pribadinya. 

Pada penelitia n ini tekni k dokumentasi digunaka n dalam 

memperole h informasi mengenai Data Penerima PKH, Data Pengusulan 

Penerima PKH dari Kampung, serta data-data lai n yang menunjang dala m 

penyusuna n penelitia n ini. 

 

D. Teknik Analisis Data  

Analisis yang digunaka n dala m penelitia n ini adala h kualitatif,
10

 yakni 

proses mencari da n menyusu n secara sistematis data yang diperole h dari hasi l 

                                                           
8
 “Teknik Wawancara Dalam Menggali Informasi Pada Program Talk Show Mata Najwa 

Episode Tiga Trans 7 | Acta Diurna Komunikasi,” Diakses 8 Oktober 2023, 

Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Actadiurnakomunikasi/Article/View/19564. 
9
 “Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar | 

Dewi | Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan,” Diakses 8 Oktober 2023, 

Https://Edukatif.Org/Index.Php/Edukatif/Article/View/89. 
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 Arnild Augina Mekarisce, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian 

Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat : Media 

Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat 12, No. 3 (10 September 2020): 145–51, 

Https://Doi.Org/10.52022/Jikm.V12i3.102. 
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wawancara, catata n lapanga n da n bahan-baha n lainnya, sehingga dapat 

muda h dipahami da n da n semuanya dapat diinformasika n kepada orang lai n. 

Metode yang digunaka n dala m menganalisa data ini yaitu metode berpikir 

Induktif.
11

 Berfikir Induktif yaitu suatu penelitia n dimana orang berangkat dari 

fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudia n dari fakta-

fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus da n konkrit itu ditari k suatu 

kesimpula n yang bersifat umu m.
 

Induksi adala h proses denga n mana peneliti mengumpulka n data da n 

kemudia n mengembangka n suatu teori dari data tersebut, yang sering juga 

disebut grounded theory.
12

 Berkaita n denga n penelitia n ini, metode induktif 

digunaka n untu k menganalisa data yang berupa teori ataupu n pendapat da n 

sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaita n denga n hubunga n 

pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan seperti 

denga n menganalisa hasi l data yang tela h didapat kemudia n ditari k suatu 

kesimpula n
13

. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur  

1. Sejarah  Singkat Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur  

Kampung Nunggal Rejo dibuka pada Tahun 1950, dengan diawali 

oleh pembukaan lahan oleh para pembarah warga dari Banjarsari dan 

Purwosari Metro sebanyak 66 KK sebagai peladangan. Seiring dengan 

perkembangan Pada tahun 1953 didatangkan warga dari Jawa Barat 

sebanyak 132 KK tepatnya pada tanggal 13 April Tahun 1953 oleh 

jawatan transmigrasi dan disahkan oleh pemerintah menjadi desa. Para 

transmigran yang didatangkgan dari pulau jawa antara lain Tasikmalaya 

sebanyak 50 KK, Garut sebanyak 50 KK, dan Cirebon sebanyak 32 KK.
1
  

Pada waktu itu, adat istiadat masih mengikat, dimana penduduk 

masih mempertahankan pembawaan kebiasaan masing-masing. Sebelum 

ditetapkannya nama desa tersebut, para wakil dari masing-masing 

rombongan mengadakan musyawarah dan saling mengajukan pendapat 

calon lurah dan nama Kampung termasuk dusun masing-masing dan 

ternyata nama Nunggal Rejo menjadi kesepakatan yang mempunyai 

makna Nunggal yang berarti satu/kesatuan dan Rejo yang berarti 

ramai/aman/damai, sekaligus memilih Kepala Kampung. 

                                                           
1
 Buku Monografi Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah 

Tahun 2023, t.t., hal 5-6. 



57 

 

 

 

Kampung Nunggal Rejo dipimpin oleh seorang yang bernama bapak 

Juhaili yang dibantu oleh beberapa perangkat kampung dan terbagi 

menjadi 4 kebayan atau dusun, yaitu: Dusun 1 Mulyorejo, Dusun II 

Sukumulyo, Dusun III Parahyangan dan Dusun IV Sindangsari. Kemudian 

sekitar tahun 1960an sebagian warga membuka peladangan jauh di sebelah 

Desa Tanggulangin yang di kemudian hari pada Tahun 1967 peladangan 

tersebut diresmikan menjadi Dusun V morodadi. Seiring dengan 

perkembangan zaman dan prekembangan penduduk pada tahun 2009 di 

bawah kepemimpinan kepala Desa Bapak Heriyadi Suwarto dibentuklah 

dusun baru pemekaran antra dusun I dan dusun II yaitu dusun VI 

Tirtobangun, dan sampai saat ini Desa Nunggalrejo terdiri dari 6 dusun 

dan 22 RT.  

Adapaun Kepala Kampung Nunggal Rejo, sudah 14 kali terjadi 

pergantian kepala Desa, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Kepala Kampung Nunggalrejo 

No Nama Kepala Kampung Masa Jabatan Keterangan 

1. JUHAILI  1953-1966  

2. OYON SUGANDA  1966-1974   

3. UMAR SISWOYO  1974-1979 Plt 

4. NGATIYO SUMANTO  1979-1982  

5. OMO ZARKONI  1982-1987  

6. OMO ZARKONI  1987-1995  

7. A.SURYANA  1995-2002  

8. MURSIDI KS  2003-2004 Pjs 

9. A.SURYANA  2004-2009  

10. HERIYADI SUWARTO  2009-2015  

11. HERMAN, SE  2015-2016 Plt 

12. SUTAT MOKO  2016-2021   

13. IBRAHIM A  2002 Plt 

14. ISKANDAR  2022-2028   

Sumber : Monografi kampung Nunggalrejo 
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Berdasarkan sejarah Kampung Nunggal Rejo di atas dapat diketahui 

bahwa Kampung Nunggal Rejo dibuka pada Tahun 1950. Penduduk 

Nunggal Rejo pada awalnya berasal dari dari Kota Metro itu sendiri yakni 

dari Banjarsari dan Purwosari sedangkan yang lainnya yaitu dari 

Tasikmalaya, Garut, dan Cirebon Jawa Barat. Desa Nunggal Rejo 

merupakan lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian. Peneliti 

mengutip Dokumentasi sejarah Kampung Nunggal Rejo untuk mengetahui 

sejarah berdirinya Kampung Nunggal Rejo. 

2. Kondisi Wilayah Kampung Nunggal Rejo  

Kampung Nunggalrejo memiliki Luas Wilayah yaitu 453 Ha dengan 

perincian sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Tata Guna Tanah Desa Nunggal Rejo 

No Tata Guna Tanah Jumlah Wilayah 

1.  Luas Persawahan  141 Ha  

2.  Luas Perladangan  20 Ha  

3.  Luas Perkebunan  5 Ha  

4.  Luas Pertenakan  6 Ha   

Sumber : Monografi kampung Nunggal Rejo 

Kampung Nunggalrejo mempunyai Luas 453 Ha berbatasan 

langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Totokaton/Kejawen.  

b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Totokaton. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pujo Dadi dan Pujo kerto 

Kecamatan Trimurjo.  

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Banjarsari, Purwosari 

Kota Metro 
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Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari Kampung Nunggal 

Rejo yaitu sebagai berikut:  

a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 Km.  

b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 17 Km.  

c. Jarak dari kota/Ibukota Kabupaten : 13 Km.  

d. Jarak dari Ibukota Provinsi : 60 Km. 

Berdasarkan kondisi wilayah Kampung Nunggal Rejo, dapat 

diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kampung Nunggal Rejo 

merupakan persawahan yang sangat mendukung masyarakat Kampung 

Nunggal Rejo untuk bercocok tanam seperti padi, jagung, dan sayur-

sayuran sebagai mata pencaharian dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. 

3. Keadaan Penduduk Kampung Nunggal Rejo  

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  

Kampung Nunggal Rejo mempunyai jumlah penduduk sebesar 

5.563 Jiwa dari 1.514 KK dan 1.512 Rumah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3  

Jumlah Penduduk Kampung Nunggal Rejo  

Berdasarkan Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin Jumlah 

1.  Laki – Laki  2.651 Jiwa  

2.  Perempuan  2.612 Jiwa  

3.  Usia 0 – 15 Tahun  873 Jiwa  

4.  Usia 15 – 65 Tahun  4.231 Jiwa  

5.  Usia 65 ke-atas  459 Orang  

Sumber : Monografi kampung Nunggal Rejo 
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b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian  

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa 

Nunggalrejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Jumlah Penduduk Kampung Nunggal Rejo  

Berdasarkan Mata Pencaharian 

No Mata Pencaharian Jumlah 

1.  Pegawai Negeri Sipil  93 Orang  

2.  TNI/Polri  21 Orang  

3.  Karyawan Swasta  107 Orang  

4.  Wiraswasta/Pedagang  357 Orang  

5.  Petani  492 Orang  

6.  Tukang  243 Orang  

7.  Buruh Tani  355 Orang  

8.  Pensiuanan  54 Orang  

9.  Nelayan  - 

10.  Peternak  251 Orang  

11.  Jasa  42 Orang  

12.  Pengarjin  478 Orang  

13.  Pekerja Seni  22 Orang  

14.  Lainya  2.645 Orang  

15.  Tidak Bekerja/Pengangguran  403 Orang  

Sumber : Monografi kampung Nunggal Rejo 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh 

penduduk di Kampung Nunggal Rejo memiliki pekerjaan, Kampung 

Nunggal Rejo memiliki 403 orang yang tidak bekerja. Pemenuhan 

kebutuhan masyarakat seringkali diidentikkan dengan penghasilan 

yang diperoleh sebagai tolak ukur kesejahteraan warga Kampung. Dari 

data Mata pencaharian penduduk Kampung Nunggal Rejo dapat 

diketahui bahwa sebagian besar adalah petani. Kebanyakan masyarakat 

menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian ini, terutama padi, 

jagung, dan sayuran. 
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B. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur  

PKH adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan berbasis 

keluarga yang dalam target jangka pendeknya bertujuan terlaksananya 

pemanfaatan fasilitas pendidikan ataupun fasilitas kesehatan oleh KPM 

peserta PKH. Dalam jangka panjang, PKH bertujuan untuk mengurangi angka 

dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, 

serta merubah perilaku KPM yang relatif kurang mendukung peningkatkan 

kesejahteraan.  

Program Keluarga Harapan di Kampung Nunggal Rejo dilakukan sejak 

tahun 2013 Dari hasil observasi, penulis menemukan beberapa hal yang terkait 

dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap KPM di Kampung 

Nunggal Rejo. Berikut ini merupakan proses awal sampai akhir penerimaan 

PKH. 

1. Seleksi dan Penetapan Lokasi PKH 

Proses pertama dari pelaksanaan PKH salah satunya yaitu seleksi 

dan penetapan lokasi. Proses ini dilakukan sebelum program berjalan. 

Dalam hal ini pihak Kementrian Sosial dan Pemerintah Dearah mengambil 

perannya masing-masing, khususnya dilakukan oleh Dinas Sosial 

Kabupaten/Kota. Seleksi KPM PKH dilakukan dengan menggunakan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial ( DTKS ), Data dari Pemerintah Daerah dan Data yang bersumber 

dari Lembaga Lain. Data-data tersebut kemudian diolah dan dianalisis 
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untuk menentukan keluarga miskin yang memenuhi kriteria untuk menjadi 

KPM PKH. Kriteria tersebut meliputi: Kemiskinan, Kesejahteraan sosial, 

Kelengkapan dokumen. Setelah data KPM PKH ditetapkan, Dinas Sosial 

Kabupaten/Kota akan melakukan penetapan KPM PKH. Penetapan KPM 

PKH dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) KPM PKH. 

SK KPM PKH berisi nama, alamat, dan komponen bantuan yang akan 

diterima oleh KPM PKH. SK KPM PKH juga berisi kewajiban KPM 

PKH, seperti mengikuti program PKH dan memenuhi komitmen KPM 

PKH. Pendapat serupa juga dituturkan oleh informan lain, yaitu Ahmad 

Faruddin sebagai Kabid Fakir Miskin pada saat diwawancarai kalau untuk 

seleksi dan penetapan lokasi itu langsung dari kemensos yang 

menanganinya dan bekerjasama dengan pemda, kecamatan serta kelurahan 

yang merujuk dari data sensus untuk menentukan warga yang kurang 

mampu sebagai penerima PKH.
2
 

Proses seleksi dan penetapan lokasi PKH ini didasari atas basis data 

terpadu untuk Program Perlindungan Sosial dari TNP2K yang bersumber 

dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial oleh BPS. Adapun yang 

menjadi syarat dalam proses seleksi dan penetapan lokasi, yaitu: (Buku 

Kerja Pendamping dan Operator, 2015:42). 

 

 

 

                                                           
2
 Bapak Ahmad Fahruddin, Wawancara dengan Informan Kabid Fakir Miskin Dinas Sosial 

Kabupaten Lampung Tengah Pada, 30 November 2023. 
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2. Penetapan Calon Peserta KPM PKH  

Penetapan calon peserta PKH sebagaimana dilakukan untuk 

menetapkan wilayah kepesertaan dan jumlah calon penerima manfaat PKH 

menurut daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan. Data 

tingkat kemiskinan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu 

bahan pertimbangan dalam penetapan wilayah kepesertaan PKH. 

Penetapan calon peserta PKH sebagaimana ditetapkan oleh direktur yang 

menangani pelaksanaan PKH. Dalam melakukan Penetapan Calon Peserta 

PKH Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengumpulkan data yang diperlukan 

untuk seleksi KPM PKH dari berbagai sumber, yaitu: Data terpadu 

kesejahteraan sosial (DTKS), Data dari pemerintah daerah, Data dari 

lembaga lain. Hasil Wawancara dengan Ibu Nita Sugiarti selaku Operator 

Kampung SINK-NG mengatakan sebagai berikut 

“Jadi terkait penetapan KPM PKH sama dengan desa-desa lain 

semuanya proses nya sama dari Dinsos ya langsung saya disini 

sebagai operator kampung SINK-NG, operator SINK-NG 

merupakan operator yang memegang data mengenai bantuan-

bantuan yang akan turun di desa ini kayak PKH salah satunya. 

Untuk pengusulan kalau dari Dinsos tu dikatakan terserah mau 

berapa pun kouta tidak membatasi terus untuk proses pengusulan 

nya itu diawali dengan berbagai kriteria diantaranya kepala keluarga 

tidak bekerja, pernah khawatir tidak makan atau tidak pernah makan 

dalam setahun terakhir, pengeluaran kebutuhan makan lebih besar 

dari setengah total pengeluaran, tempat tinggal berdinding bambu 

papan kayu kardus atau bahkan dari seng, tidak memiliki jamban 

sendiri atau menggunakan jamban kominitas (numpang) dan sumber 

penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 volt ampere   jadi itu 

beberapa kriteria yang bisa dapat PKH yang berkaitan dengan 

komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Untuk 

proses pengusulan itu kita dari bawah nanti juga ada proses 

musyawarah kampung jadi dimana siapa aja yang dapat dalam 

usulan ini ada musyawarah kampung agar lebih resmi dengan 
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dihadiri bapak kadus, perangkat kampung,RT dengan diketahui 

camat untuk memperkuat” 
3
 

 

3. Pertemuan Awal dan Validasi Calon Peserta PKH  

Setelah proses penetapan lokasi tuntas, selanjutnya proses pertemuan 

awal. Proses awal merupakan kegiatan PKH di tingkat KPM dimana 

pendamping Kelurahan bertemu dengan KPM untuk yang pertama 

kalinya. Pertemuan awal dan validasi KPM PKH dilakukan oleh 

pendamping PKH.  

“Pertemuan awal dilakukan sebelum tahun 2018 ini ada proses 

pertemuan awal, validasi dan verivikasi selama saya menjabat 

sebagai pendamping PKH di Kampung Nunggal Rejo artinya pada 

tahun 2023 artinya proses pertemuan awal, verivikasi dan validasi 

sudah terlewat jauh ditahun sebelumnya nah waktu itu saya di way 

seputih, namun yang jelas yang melakukan pertemuan awal dan 

validasi calon peserta PKH dilakukan oleh pendamping PKH itu 

yang jelas itu berkordinasi dengan pemerintah kampung melakukan 

sosialisasi kepada KPM menjelaskan terkait dengan program PKH,  

sasaran PKH apa saja, komponen PKH apa saja, kewajiban dan hak 

KPM PKH apa saja, konsekuensi dan sanksi bila tidak melakukan 

veriviksi komitmen apa saja terus terkait nominal bantuan dan proses 

penyaluran bantuan itu apa saja dan sampai dengan tahap 

rekonsiliasi itu dijelaskan semuanya dipertemuan awal. Artinya 

terkait dengan proses pelaksanaan PKH itu disosialisasikan secara 

gamblang dan disaksikan oleh pemerintah kampung juga dengan 

tujuan calon KPM PKH itu paham terkait program PKH”.
4
  

  

Pendamping PKH adalah tenaga profesional yang ditugaskan oleh 

Kementerian Sosial untuk mendampingi KPM PKH dalam pelaksanaan 

program PKH,  Pertemuan awal dan validasi KPM PKH bertujuan untuk: 

a. Menjelaskan kepada KPM PKH tentang program PKH 

b. Melakukan validasi data KPM PKH  

                                                           
3
  Ibu Nita Sugiarti, Wawancara dengan  Informan Operator SINK-NG Kampung Nunggal 

Rejo Pada, 21 Desember 2023. 
4
 Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan  Pendamping Program Keluarga Harapan 

(PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023. 
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c. Membuat komitmen KPM PKH 

Dalam pertemuan awal, pendamping PKH akan menjelaskan kepada 

KPM PKH tentang program PKH, seperti tujuan, sasaran, komponen 

bantuan, dan kewajiban KPM PKH. Pendamping PKH juga akan 

melakukan validasi data KPM PKH, seperti data keluarga, data 

pendidikan, data kesehatan, dan data ekonomi. Berdasarkan hasil validasi 

data KPM PKH, pendamping PKH akan membuat komitmen KPM PKH. 

Komitmen KPM PKH berisi kesepakatan antara KPM PKH dengan 

pendamping PKH tentang hal-hal yang akan dilakukan oleh KPM PKH 

untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.Pendamping PKH akan 

melakukan kunjungan rumah kepada KPM PKH yang tidak menghadiri 

pertemuan awal. Kunjungan rumah ini bertujuan untuk melakukan 

validasi data KPM PKH dan membuat komitmen KPM PKH. Seperti 

kutipan wawancara berikut bersama dengan Pendamping PKH Desa 

Nunggal Rejo:  

“Terkait dengan validasi dulu pelaksanaan validasi dilakukan 

dengan 2 sistem kalau ibu dulu jadi yang pertama PA (Pertemuan 

Awal) itu dilakukan dengan wawancara satu persatu baru nanti 

verivikasi validasi (Verval) selanjutnya itu visit itu kunjungan 

kerumah untuk memastikan terkait dengan hasil wawancara yang 

sudah dilakukan di PA (Pertemuan Awal) seperti itu artinya 

melakukan cesk fisik yaa terkait dengan kepemilikan lahan, 

kepemilikan aset, kepemilikan materi dan lain sebagainya itu 

dilakukan secara langsung yaitu dengan melakukan visit terhadap 

KPM”.
5
  

 

                                                           
5
Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 

Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023. 
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Setelah pertemuan awal dan validasi KPM PKH selesai dilakukan 

akan membuat komitmen kepada seluruh KPM bahwanya komitmen PKH 

meliputi tertib terkait dengan komponen PKH baik dari Pendidikan, 

Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial setelah dengan tahapan tersebut 

Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan menetapkan KPM PKH. 

4. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH  

Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 huruf d berdasarkan hasil Validasi data calon penerima 

manfaat PKH dan/atau hasil verifikasi komitmen dan/atau Pemutakhiran 

Data. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH melalui keputusan 

direktur yang menangani pelaksanaan PKH Selanjutanya setelah Dinas 

Sosial Kabupaten/Kota melakukan pengumpulan data yang diperlukan 

Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan memproses data yang telah 

dikumpulkan untuk menentukan keluarga miskin yang memenuhi kriteria 

untuk menjadi KPM PKH kriteria tersebut meliputi komponen Kesehatan, 

Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial selanjutnya Dinas Sosial 

Kabupaten/Kota akan menetapkan KPM PKH dengan menerbitkan Surat 

Keputusan (SK) KPM PKH selanjutnya setelah melakukan Penetapan 

KPM PKH Dinas Sosial Kabupaten/Kota akan membagikan Kartu 

Keluarga Sejahtera (KKS) kepada KPM PKH yang telah ditetapkan. KKS 

digunakan untuk menerima bantuan PKH.  
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Sejalan dengan hal tersebut pendapat serupa juga dituturkan oleh 

informan lain, yaitu Karsiah selaku Pendamping PKH pada saat 

diwawancarai: 

“Jadi terkait penetapan KPM PKH mungkin skemanya sudah 

berubah yaa  dengan yang sebelum 2018 jadi skema sebelum 2018 

dan skema setelah 2018 itu berbeda gitu kalau dulu yang memang 

ada proses yang namanya pendamping PKH menerima data nanti 

setelah menerima data dilakukan validasi dan verivikasi oleh 

pendamping PKH namun sekarang setelah adanya aplikasi SINK-

NG atau DTKS yang aslinya semua dilakukan oleh by sistem artinya 

penetapan KPM PKH ini semua dilakukan oleh by sistem atau 

secara online terpusat oleh kementrian pusat jadi yang jelas terkait 

dengan proses penetepan calon peserta KPM PKH seperti apa yang 

jelas dilihat dari seleksi dan penetapan KPM PKH yang dilakukan 

oleh Dinas Sosial Kabupaten tentunya Dinsos Kabupaten menerima 

data yang sudah tertampung dalan data DTKS dan data DTKS itu 

dikelola oleh masing-masing kampung oleh operator SINK-NG 

kampung nah usulan dari data DTKS yang dikelola oleh operator 

kampung SINK-NG kampung apabila dia memenuhi kriteris 

kemiskinan atau dianggap layak itu akan di verivikasi oleh Dinsos 

Kabupaten apabila memenuhi syarat nanti akan diteruskan oleh 

pemerintah kabupaten nanti langsung ke pusat” 
6
 

 

5. Penyaluran Bantuan Sosial PKH  

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai Besar 

manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap 

penyaluran Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani 

pelaksanaan PKH, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial 

dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun. Nilai Bantuan Sosial 

PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH 

mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH. Hasil wawancara 

dengan Pendamping PKH Desa Nunggal Rejo:  

                                                           
6
 Ibu Karsiah, Wawancara dengan  Informan Pendamping Program Keluarga Harapan 

(PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023. 
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“Terkait dengan cara penyaluran bantuan sosial PKH kepada 

KPM jadi PKH itu proses penyalurannya melalui HIMBARA 

(Himpunan Bank Negara) dimana dalam hal ini  kampung Nunggal 

Rejo atau Lampung Tengah pada umumnya itu HIMBARA yang 

digunakan adalah Bank BRI ada juga KPM PKH yang terkendala 

pada proses penyaluaran di HIMBARA proses penyalurannya bisa 

melalui Kantor POS juga seperti, ada beberapa KPM PKH yang di 

POS itu juga sedikit cuman paling banyak di HIMBARA karena 

mereka rata-rata punya KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) jadi proses 

penyaluranya di ATM seperti itu. Cuman karena terkendala jarak 

tempuh akses proses penyaluran ini kan kita maunya aman nyaman 

dan cepat banyyak KPM PKH memilih proses penyalurannya di 

agen Brilink yang sudah ditunjuk oleh HINBARA BRI bahwasanya 

merekan kan mitra ya dari BRI jadi bisa ke agaen tersebut untuk 

proses penyaluran yang jelas disini pendamping mesosialisasikan 

proses pencairan bisa dilakuakan dimana saja tidak menentukan di 

brilink A harus dimana itu tidak basing KPM bisa melakukan 

transaksi atau penyaluran dimana saja yang penting aman nyaman 

dan cepat”.
7
 

 

Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran 

Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga 

Penerima Manfaat PKH. Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat 

PKH tersebut diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Mekanisme 

penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai sebagaimana dimaksud 

melalui beberapa tahap sebagai berikut :  

a. Pembukaan Rekening penerima Bantuan Sosial PKH dilakukan oleh 

Bank Penyalur secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai perbankan. 

b. Sosialiasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan 

oleh Bank Penyalur Bantuan Sosial PKH dan pelaksana PKH kepada 

penerima Bantuan Sosial PKH. 

                                                           
7
 Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan Pendamping Program Keluarga Harapan 

(PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023. 
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c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera Kepada KPM dilakukan oleh 

Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial setelah mendapatkan 

kartu KKS segera melakukan aktivasi, Distribusi dilakukan paling 

lambat 30 Hari. 

d. Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH  dilaksanakan oleh 

Kementrian Sosial melalui bank penyalur ke rekening atats nama 

penerima bantuan tersebut tanpa pengenaan biaya.  

e. Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH dilakukan melalui Bank 

Penyalur dan/atau agen yang ditunjuk oleh Bank Penyalur  

f. Rekonsiliasi hasil Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilaksanakan setiap 

tahap penyaluran atau sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan tingkat 

Kabupaten/kota sampai dengan tingkat pusat. 

g. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial PKH 

pemantauan dilakukan setiap tahap penyaluran atau sesuai dengan 

kebutuhan, Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH sedangkan 

pelaporan dilaksanakan secara berkala oleh bank penyalur kepada 

kementrian sosial. 

 

6. Pendamping PKH  

Pendamping PKH adalah seseorang yang direkrut dan ditetapkan 

oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas-

tugas pendamping PKH, dan terkait dengan surat keputusan Direktur 

Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementrian 
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Sosial RI. (Pedoman Umum PKH). Tupoksi pendamping PKH adalah 

tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh pendamping PKH dalam 

pelaksanaan program PKH. Tupoksi pendamping PKH meliputi:  

a. Verifikasi dan pendataan Pendamping PKH bertugas melakukan 

verifikasi dan pendataan KPM PKH, memastikan mereka memenuhi 

syarat, dan melakukan pendataan yang akurat. 

b. Pembelajaran dan pendampingan Pendamping PKH bertugas 

memberikan pelatihan dan pendampingan kepada KPM PKH untuk 

meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai 

bidang, seperti keterampilan usaha, pendidikan, kesehatan, dan 

keuangan. 

c. Monitoring dan evaluasi Pendamping PKH bertugas melakukan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PKH di wilayah 

dampingannya.  

d. Pelaporan Pendamping PKH bertugas menyusun dan menyampaikan 

laporan pelaksanaan program PKH kepada Dinas Sosial 

Kabupaten/Kota.  

Selain tupoksi tersebut, pendamping PKH juga dapat melakukan 

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota, 

seperti:  

a. Mediasi dan advokasi Pendamping PKH dapat melakukan mediasi dan 

advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH 

dan bantuan program komplementer lainnya. 
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b. Koordinasi dengan pihak terkait Pendamping PKH dapat melakukan 

koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah desa/kelurahan, 

puskesmas, sekolah, dan lembaga-lembaga sosial lainnya, untuk 

mendukung pelaksanaan program PKH.  

Pendamping PKH berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan 

program PKH. Mereka bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan 

pembimbing bagi KPM PKH untuk mencapai kesejahteraan yang lebih 

baik. Dalam Proses Pelaksanaan PKH yang dilakukan di Desa Nunggal 

Rejo, Ponisih selaku peserta KPM PKH mengatakan bahwa “Pelaksanaan 

PKH pada tahun 2023 ini dilakukan dengan maksimal mungkin dengan 

tujuan dapat membantu masyarakat atau KPM dalam bidang kesehatan 

dan pendidikan, yang berupa uang tunai yang diberikan di setiap 3 bulan 

sekali. Dengan begitu PKH diharapkan mampu mengurangi angka 

kemiskinan pada masyarakat”. 8Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Nunggal 

Rejo maka bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Nunggal 

Rejo telah berjalan dengan efektif sesuai dengan prosedur yang telah 

ditentukan oleh pemerintah. 

7. Pembentukan Kelompok Peserta PKH  

  Pembentukan kelompok PKH dan penentuan ketua kelompok 

dilakukan oleh pendamping PKH di tingkat desa/kelurahan. Proses 

pembentukan kelompok PKH meliputi beberapa tahapan, yaitu:  

                                                           
8
Ibu Poniseh, Wawancara dengan Informan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa 

Nunggal Rejo Pada, 4 Desember 2023. 
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a. Pemetaan KPM PKH Pada tahap ini, pendamping PKH melakukan 

pemetaan KPM PKH di wilayah dampingannya. Pemetaan ini 

dilakukan untuk mengetahui jumlah KPM PKH, lokasi tempat tinggal 

KPM PKH, dan potensi-potensi yang dimiliki oleh KPM PKH. 

b. Pembentukan kelompok Berdasarkan hasil pemetaan, pendamping 

PKH membentuk kelompok PKH. Jumlah KPM dalam satu kelompok 

PKH umumnya antara 10-20 orang. Pendamping PKH akan 

mempertimbangkan jarak antar KPM, potensi-potensi yang dimiliki 

oleh KPM, dan kondisi geografis dalam membentuk kelompok PKH.  

c. Penentuan ketua kelompok Ketua kelompok PKH dipilih secara 

musyawarah mufakat oleh KPM PKH dalam kelompok tersebut. Ketua 

kelompok PKH memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:  

1) Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok PKH  

2) Menyampaikan aspirasi dan kebutuhan kelompok PKH kepada 

pendamping PKH 

3) Menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam kelompok PKH 

Dalam menentukan ketua kelompok PKH, KPM PKH dapat 

mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:  

1) Kemampuan memimpin  

2) Kemampuan berkomunikasi  

3) Kemampuan bekerja sama  

4) Kemampuan berorganisasi 

5) Kedisiplinan  
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Setelah ketua kelompok PKH terpilih, pendamping PKH akan 

melakukan pelantikan ketua kelompok PKH tersebut. Sejalan dengan 

hal tersebut pembentukan kelompok PKH dipilih oleh pendamping 

PKH, Hasil wawancara dari pendamping PKH  Ibu Karsiah terkait 

pemmbentukan Kelompok PKH:  

“Kalau pemebentukan kelompok PKH itu kan dilakukan 

diawal yaa dia satu runtutan dengan pertemuan awal dan validasi 

jadi kalau rangkaian tadi pertemuan awal kan melakukan 

sosialisasi ya tadi yaa melakukan validasi yang terakhir 

komitmen KPM nah point yang terakhir sendiri itu adalah 

pembentukan kelompok jadi pembentukan kelompok itu ya tetep 

yang mengkordinir membentuk itu pendamping PKH jadi sesuai 

dengan tingkatan wilayah nya kalau di Nunggal Rejo bearti 

wilayah kampung Nunggal Rejo seperti itu. Pendamping PKH 

melakukan pemetaan KPM PKH, karena pendamping PKH 

melakukan pertemuan kelompok setiap bulan, pembentukan 

kelompok pendamping PKH membatasi sesuai dengan intruksi 

dari pusat bahwa satu kelompok itu tidak lebih dari 20 KPM  

gitu jadi satu kelompok hanya terdiri dari dibawah 25 KPM 

dengan tujuan kita sebagai pendamping mengetahui kira-kira 

terkait dengan permasalahan potensi-potensi KPM itu apa saja 

yang dimiiki oleh KPM kita bisa menggali lebih dalam kalau 

jumlah KPM lebih banyak pasti tidak akan kondisional seperti 

itu artinya kita akan mengalami kusilatan dalam pengkordiniran 

seperti itu jadi jumlah KPM tidal lebih dari 20 KPM”.
9
  

Pelantikan ini dilakukan untuk memberikan legitimasi kepada 

ketua kelompok PKH dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya. Pembentukan kelompok PKH dan penentuan ketua 

kelompok PKH bertujuan untuk: 

a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program PKH  

b) Meningkatkan kekompakan dan kebersamaan KPM PKH  

c) Meningkatkan partisipasi KPM PKH dalam program PKH  

                                                           
9
 Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan Pendamping Program Keluarga Harapan 

(PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023. 
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Kelompok PKH berperan penting dalam pelaksanaan program 

PKH. Kelompok PKH merupakan wadah bagi KPM PKH untuk 

saling berbagi informasi, pengalaman, dan pengetahuan. Kelompok 

PKH juga merupakan wadah bagi KPM PKH untuk bersinergi dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Seperti yang dikatakan 

pada saat wawancara oleh pendamping PKH : 

“Ketua kelompok ditunjuk oleh pendamping PKH yang jelas 

ketua ditunjuk atau dibentuk itu kan untuk membantu dalam 

proses kordinasi dimana ada informsi dari pendamping nanti 

diteruskan ke ketua kelompok dari ketua kelompok  nanti akan 

diteruskan ke KPM lainya seperti itu jadi disini ketua kelompok 

yang ditunjuk harus mmpunyai jiwa kepemimpinan minimal bisa 

memimpin bisa merangkul KPM lain dan dapat mengkordinir 

yang lain seperti itu terus dia harus bisa berkomunikasi dengan 

baik artinya menyampaikan keluh kesah menyampaikan 

pendapat dari perwakilan anggota nya nah itu harus dimiliki oleh 

ketua kelompok terus yang lainya dia mampu bekerja sama kalau 

ketua kelompok gak bisa diajak kerja sama kita pasti 

kordinasinya pasti sulit kan seperi terus dia harus disiplin jangan 

sampai kita kasih informasi sekarang dia menyampaikan ke 

anggota yang lainya 2 hari selanjutnya kan artinya tertinggal 

informasi seperti itu”.
10

 

 

8. Verifikasi Komitmen Peserta PKH  

Verifikasi komitmen dalam PKH adalah kegiatan pemeriksaan dan 

pengkajian untuk menjamin kebenaran data tentang pemenuhan 

komitmen oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Komitmen 

yang dimaksud adalah komitmen KPM untuk memanfaatkan layanan 

kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Seperti yang 

dikatakan oleh Pendamping PKH dalam wawancara sebagai berikut: 

                                                           
10

 Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan Pendamping Program Keluarga Harapan 

(PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023. 
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“Jadi di PKH itu seluruh KPM PKH wajib melakukan verivikasi 

komitmen seperti itu jadi verivikasi komitmen didasarkan oleh 3 

komponen utama dari peserta PKH yaitu Komponen Pendidikan, 

Komponen Kesehatan dan Komponen Kesejahteraan Sosial nah 

verivikasi komitmen ini didalam PKH merupakan salah satu kegiatan 

pemeriksaan atau pengkajian dimana verivikasi data dari KPM PKH 

itu benar-benar memenuhi standar di Program Keluarga Harapan itu 

sendiri. Untuk verivikasi komitmen fasilitas pendidikan cangkupan 

nya anak SD, SMP dan SMA nah komitmennya harus melakukan 

kegiatan pendidikan secara tepat dan sesuai dengan peraturan 

kementrian pendidikan artinya dimulai dari kedisiplinan selama di  

sekolah, keaktifan absensi kehadiran disekolah dan terus 

peningkatkan hasil pembelajaran. Untuk verivikasi komitmen di 

kesehatan cangkupannya ibu hamil, bayi dan balita jadi hal ini 

berkaitan dengan fasilitas kesehatan untuk ibu hamil wajib 

melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan atau bidan minimal 4 

kali selama kehamilan sedangkan bayi dan balita minimal selama 1 

bulan sekali untuk melakukan kegiatan posyandu untuk melakukan 

penimbangan berat badan screening pertumbuhan & perkembangan 

dengan tujuan untuk target penurunan angka stanting yang saat ini 

digalakan oleh pemerintah dengan bersinergi dengan berbagai 

kementrian. Untuk verivikasi komitmen di kesejahteraan sosial hal 

ini yang menjadi sasaran adalah lansia dan penyandang disabilitas 

untuk komitmen yang dilakukan baik lansia dan disabilitas 

pemeriksaan kesehatan atau kami pendamping PKH melakukan 

kolaborasi dengan tenaga kesehatan melakukan sounding 

bahwasanya fasilitas kesehatan harus melakukan visit kesehatan 

untuk mengecek tekanan darah atau kondisi kesehatan secara umum 

baik lansia ataupun penyandang disabilitas”.
11

 

 

Verifikasi komitmen dilakukan secara rutin setiap bulan oleh 

pendamping PKH. Pendamping PKH akan mengunjungi KPM untuk 

melakukan wawancara dan pemeriksaan dokumen terkait pemenuhan 

komitmen. Pemeriksaan dokumen yang dilakukan meliputi :  

a. Kartu Keluarga (KK)  

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

c. Kartu Identitas Anak (KIA)  

                                                           
11

 Ibu Karsiah, Wawancara dengan Informan Pendamping Program Keluarga Harapan 

(PKH) Desa Nunggal Rejo Pada, 18 Desember 2023. 



76 

 

 

 

d. Kartu Indonesia Sehat (KIS)  

e. Kartu Indonesia Pintar (KIP)  

f. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS 

Selain pemeriksaan dokumen, pendamping PKH juga akan 

melakukan wawancara dengan KPM untuk mengetahui tingkat kehadiran 

anggota KPM pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan. Hasil 

verifikasi komitmen akan dicatat oleh pendamping PKH dalam formulir 

verifikasi komitmen. Formulir ini akan dikirimkan ke Dinas Sosial 

Kabupaten/Kota untuk diverifikasi ulang. KPM yang tidak memenuhi 

komitmennya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain: 

a. Penundaan penyaluran bantuan  

b. Pengurangan jumlah bantuan  

c. Penghapusan dari daftar penerima manfaat  

Tujuan verifikasi komitmen adalah untuk memastikan bahwa 

bantuan PKH tepat sasaran dan mencapai tujuannya. Verifikasi komitmen 

juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan KPM terhadap 

komitmennya, Seperti kutipan wawancara berikut bersama dengan 

Pendamping PKH Desa Nunggal Rejo. 

 

9. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH  

Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana 

dimaksud dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data 

anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH. Kegiatan Pemutakhiran Data 
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sebagaimana dimaksud oleh pendamping sosial dan administrator 

pangkalan data. Administrator pangkalan data dilaksanakan dalam 

melakukan kegiatan Pemutakhiran Data melalui sistem informasi 

manjemen PKH. 

“Jadi pemutakhiran data itu dari aplikasi itu membuka setiap 

bulan cuman bulan selanjutnya membuka lagi terkait pemutakhiran 

data suatu logo biru itu akan muncul data-datanya dan akan kita 

padankan itu kalau sukses itu berarti data itu sesuai dengan data 

sekarang cuman waktu pemadanan itu banyak juga ada sekarang kan 

sudah online ya data-data yang langsung online terbaru sedangkan 

saya pegang SINK-NG baru tahun ini jadi waktu pemadanan ini 

prosesnya kita padankan di aplikasi ketika dia sukses oke berarti 

datanya pas tapi ketika gagal banyak penyebab nya NIK nya tidak 

ditemukan di DISDUKCAPIL terus NIK tidak padan ada data ganda 

terus juga ada yang nomer KK nya berubah nah masalah-masalah itu 

kta kembalikan ke kadus nya kita tanyak lagi atas nama keluarga ini 

kira-kira orang ini masih didini enggak, anaknya sudah menikah, 

apakah sudah meninggal disitulah proses pemitakhiran data yang 

sesungguhnya. Proses pemutakhiran aplikasi SINK-NG ini langsung 

tersambung ke DISDUKCAPIL jadi dimana data-data yang tidak 

cocok itu pasti eror datanya”.
12

 

 

C. Faktor- Faktor penyebab Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 

(PKH)  Tidak Cair (Saldo Nol)  

Sejak pertengahan 2018 sampai dengan saat ini, bantuan PKH 

disalurkan secara non tunai melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). KKS ini 

merupakan kartu berwarna merah putih sekaligus berfungsi sebagai ATM 

yang diterbitkan oleh Bank Himbara bersamaan dengan Buku Tabungannya.  

Tujuan awal dari tranformasi tunai menjadi non tunai, salah satunya agar 

bantuan lebih tepat sasaran dan menghindari potongan dari pihak yang tidak 

bertanggungjawab. Karena KKS ini harus dipegang oleh  masing-masing 

                                                           
12

 Ibu Nita Sugiarti, Wawancara dengan Informan Operator SINK-NG Kampung Nunggal 

Rejo Pada, 21 Desember 2023. 
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KPM (Keluarga Penerima Manfaat). 

Pemegang KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) ini merupakan warga 

miskin yang telah ditetapkan sebagai KPM bantuan sosial PKH. Mereka dapat 

mengambil bantuan PKH melalui ATM atau Agen Bank Himbara terdekat, 

Untuk periode bantuan PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali. Adapun nominal 

bantuan PKH yang diterima setiap KPM berbeda-beda antara yang satu 

dengan yang lain, karena tergantung dari jumlah komponen PKH yang 

terdapat dalam keluarga tersebut. Pada bulan April tahun 2021, Kementerian 

Sosial menerapkan kebijakan terbaru, yaitu sinkronisasi data antara data 

penerima bantuan sosial PKH dengan data DTKS (Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial) dan data Dukcapil (Kemendagri). Artinya setiap 

penerima bansos PKH harus terdaftar di DTKS dan data Dukcapil. Tujuan dari 

sinkronisasi ini tentunya agar data penerima bansos semakin valid, tepat 

sasaran, tidak terjadi double bantuan (karena dapat dideteksi melalui NIK dan 

No KK), dan agar kedepannya data penerima bansos PKH dapat 

dimutakhirkan secara berkesinambungan sesuai kondisi ekonomi si penerima 

bansos.  Di bawah ini ada beberapa penyebab mengapa bansos PKH yang 

tadinya cair menjadi tidak cair (saldo nol) beserta solusinya, antara lain : 

1. Ada Perbedaan Antara Data Penerima Bansos Dengan Data Dukcapil 

Perbedaan NIK, Nama (ejaan), Tempat Tanggal Lahir, dan alamat, 

antara data bansos dengan data dukcapil juga menjadi salah satu penyebab 

bansos tidak cair. Kalau dulu sebelum ada sinkronisasi, perbedaan seperti 

ini masih bisa ditolerir asal benar-benar orang yang sama. Akan tetapi 



79 

 

 

 

setelah ada sinkronisasi, maka data penerima bansos harus sesuai dengan 

data dukcapil. Jika terjadi masalah seperti ini, pihak desa melakukan 

perbaikan data melalui aplikasi SIKS-NG sesuai data dukcapil. 

2. NIK Belum Online Sistem Dukcapil 

Untuk permasalahan NIK belum online sistem dukcapil ini, menurut 

info yang beredar berlaku bagi warga yang sejak tahun 2017 tidak pernah 

melakukan update KK (kartu keluarga). Jadi solusinya juga datang ke 

kantor kecamatan atau dukcapil untuk melakukan update KK. 

3. Ada Perbedaan Antara Data Di E-KTP Dengan Data Di KK 

Penyebab bansos tidak cair selanjutnya adalah beda antara data di 

KTP dengan KK. Perbedaan mendasar terletak pada NIK, Nama (ejaan) 

dan tempat tanggal lahir, dan alamat. Jika terjadi masalah ini, solusinya 

datang ke kantor kecamatan atau dukcapil untuk menentukan data mana 

yang mau dipakai dan mengajukan agar keduanya (KTP atau KK) datanya 

sama. Selanjutnya konsultasi ke pihak desa agar dicek di data bansos, jika 

sudah sama dengan data dukcapil terbaru maka menunggu prosesnya, akan 

tetapi jika antara data bansos dengan data dukcapil terbaru berbeda maka 

perlu pengajuan ulang di aplikasi SIKS-NG. 

4. Terdeteksi Sudah Mampu 

Bansos ini adalah bantuan untuk warga miskin, jadi yang merasa 

sudah mampu tidak perlu menanyakan kenapa bansosnya tidak cair. 

Karena amanat UUD 1945 pasal 34, yang dipelihara oleh Negara adalah 

Fakir Miskin. Saldo PKH kosong jg dikarenakan sudah tidak memenuhi 
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syarat menjadi peserta PKH seperti sudah tidak masuk dalam keluarga pra 

sejahtera, tidak memenuhi kriteria penerima manfaat,menjadi peserta BPJS 

Tenaga Kerja dan sudah mampu atau terdaftar keluarga ASN,TNI,POLRI 

5. Terdeteksi Sudah Meninggal Dunia 

Karena sudah tersinkron dengan data dukcapil, maka data bansospun 

akan mendeteksi apabila ada penerima bansos yang sudah meninggal 

dunia. Jika penerima bansos yang meninggal dunia ini masih ada anggota 

keluarga dalam 1 KK dan masih layak menerima bantuan, maka anggota 

keluarga tersebut perlu diajukan oleh pihak Kampung sebagai penerima 

bansos melalui aplikasi SIKS-NG. 

6. Ada Perbedaan Antara Data Penerima Bansos Dengan Data Bank 

(Butab KKS) 

Untuk masalah yang ini biasanya terjadi karena dulu ketika 

pengajuan Burekol (Buka Rekening Kolektif) ke Bank Himbara datanya 

salah (Nama dan NIK), sehingga data di Butab & KKS yang terbit juga 

akhirnya salah. Perbaikan data di aplikasi SINK-NG hanya merubah data 

bansos, dan tidak merubah data di Butab KKS yang telah terbit. Pada 

akhirnya ketika penyaluran bantuan, sistem mendeteksi perbedaan data 

tersebut sehingga terjadi gagal bayar. 

7. Tidak Atau Belum Terdaftar Dalam DTKS (Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial) 

DTKS bisa dikatakan sebagai Data Induk Kemiskinan, yang mana 

syarat penerima bansos harus terdaftar di dalamnya. Syarat mutlak orang 

bisa masuk DTKS adalah harus benar-benar warga miskin, bukan yang 
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pura-pura miskin agar mendapat bantuan. Jika masalah bansos tidak cair 

karena belum masuk DTKS, maka solusinya adalah mengajukan 

permohonan kepada pihak desa agar datanya diajukan ke dalam DTKS 

melalui aplikasi SIKS-NG. Selanjutnya pengajuan tersebut menunggu 

proses sampai disetujui oleh Kemensos. Setelah masuk dalam DTKS, 

selanjutnya pihak desa mengajukan bantuan PKH atau sembako untuk 

orang tersebut juga melalui aplikasi SIKS-NG.  Dan pengajuan bansos ini 

juga membutuhkan waktu dan proses sampai dengan disetujui oleh 

Kemensos. 

8. Terdaftar Dalam DTKS Tapi Tidak Terdaftar Sebagai Penerima 

Bansos 

Penyebabnya masalah ini adalah ketika sinkronisasi terjadi 

permasalahan yang mengakibatkan datanya tidak match, sehingga 

kepesertaan bansosnya hilang. Ini kebanyakan terjadi pada KPM PKH 

Validasi tahun 2021. Solusinya, mengajukan permohonan kepada pihak 

desa agar datanya diajukan ke dalam penerima PKH atau sembako melalui 

aplikasi SIKS-NG 

 

  



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Nunggal Rejo 

Kecamatan Punggur mengenai Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Kampung Nunggal Rejo 

Kecamatan Punggur, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1.  Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung 

Nunggal Rejo Kecamatan Punggur sudah berjalan selama sepuluh tahun 

dimulai pada tahun 2013 hingga sekarang. Jumlah peserta sebanyak 217 

peserta. Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping dalam implementasi 

kegiatan PKH diantaranya adalah pertemuan awal dan validasi calon 

peserta PKH,  pertemuan kelompok perserta PKH, verivikasi komitmen 

peserta PKH, serta melakukan pendampingan kepada KPM PKH. 

Pelaksanaan kegiatan PKH di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan 

Punggur ini sudah berjalan dengan baik. Partisipasi para peserta PKH 

sangat tinggi baik dalam hal kesehatan dan dalam hal pendidikan. Hal ini 

dapat terlihat dari semakin meningkatnya kunjungan ke posyandu dan 

tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya. Dalam 

hal pendidikan juga terlihat dari keaktifan siswa disekolah semakin 

meningkat. Dalam prosesnya terdapat kendala-kendala yang di hadapi oleh 

pendamping PKH baik dalam internal maupun eksternal, namun dalam 

mengatasi kendala-kendala tersebut Kementrian Sosial telah melakukan 
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berbagai upaya, antara lain melakukan pemutakhiran data KPM secara 

berkala, melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi pendamping 

PKH, melakukan pengembangan sistem informasi PKH dan meningkatkan 

aksesbilitas layanan kesehatan dan pendidikan.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Mekanisme 

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penyaluran Bantuan 

Sosial di Kampung Nunggal Rejo Kecamatan Punggur, maka penulis 

mengemukakan beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, yaitu: 

1. Untuk pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi masalah hukum yang 

dilakukan oleh petugas dari Dinas Sosial untuk memaksimalkan 

pemahaman hukum kepada seluruh masyarakat khususnya Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) terkait program PKH. 
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